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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji konsep kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana dalam konteks hukum 

pidana kontemporer, dengan fokus pada perbandingan antara pendekatan hukum Indonesia dan 

internasional. Menggunakan metodologi penelitian dokumen dengan pendekatan perbandingan 

hukum (comparative law approach), studi ini menganalisis empat jenis kejahatan utama: 

pembunuhan berencana, korupsi sistemik, perdagangan manusia lintas negara, dan terorisme. 

Analisis dilakukan melalui studi pustaka dengan fokus pada jurnal-jurnal ilmiah terkini. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Indonesia maupun internasional mengakui kompleksitas 

kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana, namun dengan pendekatan yang berbeda. Hukum 

Indonesia cenderung menekankan pada penindakan dan penegakan hukum yang tegas, sementara 

hukum internasional lebih fokus pada pendekatan komprehensif yang melibatkan pencegahan, 

perlindungan korban, dan kerja sama lintas negara. Studi ini menyoroti pentingnya integrasi 

pemahaman kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana ke dalam kebijakan dan praktik hukum, 

dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, psikologis, dan perkembangan teknologi. 

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerja sama internasional, pengembangan pendekatan 

yang lebih komprehensif dalam hukum nasional, penguatan sistem peradilan, dan peningkatan 

penelitian interdisipliner untuk menghadapi kompleksitas kejahatan modern,  

Kata Kunci: kausalitas, keberlanjutan tindak pidana, hukum pidana kontemporer, perbandingan 

hukum, kejahatan transnasional 

 

PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana kontemporer, konsep kausalitas dan teori 

keberlanjutan tindak pidana telah menjadi fokus perhatian yang semakin signifikan. Kedua 

konsep ini tidak hanya memiliki implikasi teoretis yang mendalam, tetapi juga memberikan 

dampak praktis yang substansial dalam upaya memahami, mencegah, dan memberantas 

berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi. Studi 

tentang kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana menjadi semakin penting mengingat 

karakteristik kejahatan modern yang seringkali melibatkan jaringan transnasional, 

memanfaatkan teknologi canggih, dan memiliki pola yang berkelanjutan dari waktu ke 

waktu. 

Kausalitas dalam hukum pidana merujuk pada hubungan sebab-akibat antara suatu 

perbuatan atau keadaan dengan terjadinya tindak pidana. Konsep ini memiliki peran vital 

dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, memahami faktor-faktor penyebab 

kejahatan, dan merancang upaya pencegahan kejahatan yang efektif. Sementara itu, teori 

keberlanjutan tindak pidana berkaitan erat dengan konsep kausalitas, namun lebih 

menekankan pada analisis tentang bagaimana suatu tindak pidana dapat berlangsung terus-
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menerus atau berulang dalam suatu periode waktu tertentu. 

Pemahaman mendalam tentang kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana menjadi 

semakin krusial di tengah kompleksitas kejahatan modern. Kejahatan terorganisir, kejahatan 

transnasional, kejahatan siber, dan berbagai bentuk kejahatan baru lainnya seringkali 

memiliki karakteristik yang berkelanjutan dan melibatkan rantai kausalitas yang rumit. Hal 

ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner dalam upaya 

penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. 

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep kausalitas tidak diatur secara 

eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun tersirat dalam 

berbagai rumusan delik, terutama delik materiil yang mensyaratkan timbulnya akibat 

tertentu. Di sisi lain, teori keberlanjutan tindak pidana seringkali dikaitkan dengan teori 

penyertaan (deelneming) dan teori percobaan (poging) yang diatur dalam KUHP. Namun, 

perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru menuntut interpretasi dan penerapan yang 

lebih fleksibel dan kontekstual terhadap konsep-konsep ini. 

Di tingkat internasional, konsep kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana telah 

mendapatkan perhatian yang signifikan. Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana 

Internasional, misalnya, mengatur tentang tanggung jawab pidana individual, meskipun 

tidak memberikan definisi khusus tentang kausalitas. Sementara itu, Konvensi PBB 

menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNTOC) mengakui adanya 

keberlanjutan dan keterkaitan antar berbagai tindak pidana transnasional seperti 

perdagangan manusia, penyelundupan migran, pencucian uang, dan korupsi. 

Studi tentang kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari 

pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Teori-teori 

kriminologi telah dikembangkan untuk menjelaskan konsep kausalitas dalam konteks tindak 

pidana. Beberapa teori uta ma yang relevan antara lain Teori Asosiasi Diferensial 

(Differential Association Theory) oleh Edwin H. Sutherland, Teori Ketegangan (Strain 

Theory) oleh Robert K. Merton, Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) oleh Travis 

Hirschi, Teori Umum Kejahatan (General Theory of Crime) oleh Gottfredson & Hirschi, 

dan Teori Klasik (Classical Theory) oleh Cesare Beccaria. 

Dalam menganalisis kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana, penting untuk 

memahami berbagai faktor sosial dan psikologis yang dapat menjadi penyebab atau pemicu 

tindakan kriminal. Faktor-faktor ini sering disebut sebagai "strains" dan dapat dikategorikan 

sebagai faktor sosial dan faktor psikologis. Faktor sosial meliputi kemiskinan, pengaruh 

teman sebaya, faktor keluarga dan pola asuh, serta kurangnya kelekatan (attachment). 

Tiwari (2020) menyatakan bahwa ada hubungan kausal dua arah antara kejahatan dan 

kemiskinan, di mana kemiskinan dapat mendorong tindak kejahatan, dan sebaliknya 

kejahatan juga dapat mengakibatkan kemiskinan. 

Sementara itu, faktor psikologis meliputi kurangnya empati dan kekurangan kognitif 

dan bahasa. Tiwari (2020) menjelaskan bahwa kurangnya empati afektif dianggap sebagai 

komponen utama psikopati, di mana individu memiliki kemampuan untuk memahami emosi 

orang lain tetapi kurang dalam kemampuan untuk merasakannya. Pemahaman tentang 

faktor-faktor ini menjadi kunci dalam merancang strategi pencegahan dan intervensi yang 

efektif. 

Aplikasi konsep kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana dapat dilihat dalam 

berbagai kasus utama yang menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana nasional 

maupun internasional. Kasus-kasus seperti pembunuhan berencana, korupsi sistemik, 

perdagangan manusia lintas negara, dan terorisme menjadi contoh nyata bagaimana teori ini 

dapat diterapkan dalam analisis dan penanganan tindak pidana yang kompleks. 

Dalam kasus pembunuhan berencana, misalnya, teori keberlanjutan tindak pidana 
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membantu menganalisis rangkaian perbuatan dari perencanaan hingga eksekusi 

pembunuhan. Setiap tahapan memiliki kausalitas dengan tahapan selanjutnya hingga 

terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Teori keberlanjutan di sini berperan penting 

dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku di setiap tahapan. 

Sementara itu, dalam kasus korupsi sistemik, teori keberlanjutan tindak pidana 

menjadi sangat relevan mengingat sifatnya yang berkelanjutan dan melibatkan banyak 

pihak. Frans Affandhi menjelaskan, "Beberapa perkara korupsi merupakan kriminalisasi 

dari tindakan bisnis (perdata). Jalan pikirannya adalah bahwa satu transaksi bisnis saja yang 

menurut anggapan Jaksa Penuntut Umum terlalu mahal telah merugikan keuangan 

perusahaan" (Affandhi, 2016). Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan dari suatu 

transaksi bisnis menjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai pihak secara 

sistemik. 

Dalam konteks perdagangan manusia lintas negara, teori keberlanjutan tindak pidana 

membantu menganalisis rangkaian perbuatan dari perekrutan korban, pengangkutan, 

penampungan, hingga eksploitasi di negara tujuan. Setiap tahapan membentuk mata rantai 

yang saling terkait dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pelaku di berbagai yurisdiksi. 

Nugrahaningsih et al. (2020) menyatakan bahwa keberlanjutan tindak pidana perdagangan 

manusia seringkali terjadi akibat adanya faktor-faktor pendukung yang memungkinkan 

kejahatan terus berlangsung. Dalam kasus perdagangan manusia di Kalimantan Barat 

misalnya, kondisi geografis wilayah perbatasan, kemiskinan, dan kurangnya akses 

pendidikan menjadi faktor yang melanggengkan praktik perdagangan manusia dari tahun ke 

tahun. 

Kasus terorisme juga menjadi contoh menarik dalam penerapan teori keberlanjutan 

tindak pidana. Dalam kasus ini, teori tersebut berperan dalam mengkaji rangkaian perbuatan 

dari perencanaan, persiapan, hingga eksekusi aksi teror. Setiap tahapan memiliki kausalitas 

dengan tahapan selanjutnya, membentuk suatu keberlanjutan tindak pidana yang kompleks. 

Analisis terhadap keberlanjutan tindak pidana terorisme menjadi krusial dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan terorisme yang efektif. 

Penerapan konsep kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana dalam hukum Indonesia 

dan internasional memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Di Indonesia, konsep ini 

seringkali dikaitkan dengan teori penyertaan dan percobaan sebagaimana diatur dalam 

KUHP. Sementara dalam hukum internasional, teori ini lebih banyak diterapkan dalam 

konteks kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Affandhi menegaskan, "Ketika sebuah kasus dibawa ke pengadilan, hal tersebut 

secara implisit memberikan wewenang kepada hakim untuk merumuskan peraturan-

peraturan terperinci yang diperlukan" (Affandhi, 2016). Prinsip ini berlaku baik dalam 

sistem peradilan pidana nasional maupun internasional, menunjukkan fleksibilitas dalam 

penerapan teori kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana sesuai dengan konteks dan 

karakteristik kasus yang dihadapi. 

Konsep kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana juga mempertimbangkan berbagai 

faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, seperti faktor sosial-ekonomi, budaya 

dan norma sosial, teknologi, serta efektivitas penegakan hukum. Pemahaman terhadap 

faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pemberantasan 

kejahatan yang lebih efektif. 

Globalisasi, misalnya, telah membawa dampak signifikan terhadap pola dan 

karakteristik kejahatan. Kemudahan mobilitas dan transfer dana lintas negara dapat 

mempermudah operasi jaringan kejahatan transnasional. Hal ini menuntut pendekatan yang 

lebih komprehensif dan kolaboratif dalam upaya penegakan hukum lintas batas negara. 

Perkembangan teknologi juga memiliki peran ganda dalam konteks keberlanjutan 
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tindak pidana. Di satu sisi, teknologi dapat memfasilitasi keberlanjutan tindak pidana 

dengan menyediakan sarana komunikasi dan koordinasi yang lebih canggih bagi pelaku 

kejahatan. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya 

pencegahan dan penegakan hukum. Analisis big data, artificial intelligence, dan teknologi 

blockchain, misalnya, mulai dimanfaatkan dalam upaya deteksi dini dan pencegahan 

kejahatan. 

Perubahan sosial juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

analisis keberlanjutan tindak pidana. Transformasi struktur sosial, pergeseran nilai-nilai 

masyarakat, dan perubahan pola interaksi sosial dapat mempengaruhi pola dan karakteristik 

kejahatan. Pemahaman terhadap dinamika perubahan sosial ini menjadi krusial dalam 

merancang strategi pencegahan kejahatan yang adaptif dan kontekstual. 

Faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kurangnya akses 

terhadap pendidikan dan lapangan kerja, juga menjadi faktor pendorong keberlanjutan 

tindak pidana yang signifikan. Dalam konteks ini, upaya pencegahan kejahatan tidak dapat 

dipisahkan dari agenda pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas. Pengentasan 

kemiskinan, pemerataan akses pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi langkah 

penting dalam memutus siklus keberlanjutan tindak pidana. 

Budaya dan norma sosial juga memiliki peran penting dalam konteks keberlanjutan 

tindak pidana. Di beberapa masyarakat, budaya patronase dan nepotisme dapat menjadi 

faktor yang melanggengkan praktik korupsi dari generasi ke generasi. Transformasi budaya 

dan penguatan integritas menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. 

Efektivitas penegakan hukum juga menjadi faktor kunci dalam konteks keberlanjutan 

tindak pidana. Penegakan hukum yang lemah atau selektif dapat menjadi penyebab 

berlangsungnya praktik-praktik ilegal. Oleh karena itu, penguatan sistem peradilan pidana, 

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pemberantasan praktik korupsi dalam 

sistem peradilan menjadi langkah penting dalam memutus siklus keberlanjutan tindak 

pidana. 

Dalam konteks hukum pidana internasional, teori keberlanjutan tindak pidana juga 

relevan dalam penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Teori ini 

membantu menganalisis bagaimana kebijakan atau praktik sistematis yang mengarah pada 

kejahatan tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Pemahaman 

terhadap pola keberlanjutan dalam kejahatan-kejahatan serius ini menjadi krusial dalam 

upaya pencegahan, penghentian, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional. 

Penerapan teori kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana memiliki implikasi penting 

dalam berbagai aspek sistem peradilan pidana. Dalam aspek pencegahan dan pemberantasan 

kejahatan, pemahaman terhadap pola keberlanjutan tindak pidana memungkinkan 

perancangan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Pendekatan yang komprehensif dan 

jangka panjang diperlukan untuk memutus siklus keberlanjutan tindak pidana. Ini dapat 

mencakup reformasi sosial-ekonomi, penguatan sistem peradilan, dan pengembangan 

program-program pencegahan berbasis masyarakat. 

Dalam aspek penentuan pertanggungjawaban pidana, teori kausalitas dan 

keberlanjutan tindak pidana memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif. 

Affandhi menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana 

dalam konteks keberlanjutan tindak pidana. Ia menyatakan kriteria-kriteria dimana 

pertanggungjawaban tidak dapat dimintakan kepada Direksi BUMN, yang mencakup aspek-

aspek seperti itikad baik, tidak adanya benturan kepentingan, dan upaya pencegahan 

kerugian (Affandhi, 2016). Pemahaman terhadap rantai kausalitas dan pola keberlanjutan 

tindak pidana memungkinkan penentuan pertanggungjawaban pidana yang lebih adil dan 
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proporsional, dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam 

rangkaian tindak pidana yang berkelanjutan. 

Dalam aspek pembuktian, penerapan teori kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana 

menghadapi tantangan tersendiri. Kompleksitas rantai kausalitas dan pola keberlanjutan 

dalam kejahatan modern seringkali mempersulit proses pembuktian di pengadilan. Hal ini 

menuntut pengembangan metode investigasi dan teknik pembuktian yang lebih canggih, 

serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. 

Kerjasama internasional juga menjadi aspek penting dalam penerapan teori kausalitas 

dan keberlanjutan tindak pidana, terutama dalam konteks kejahatan transnasional. 

Perbedaan sistem hukum antar negara dapat menjadi tantangan dalam penanganan kasus-

kasus yang melibatkan yurisdiksi multiple. Oleh karena itu, harmonisasi hukum dan 

penguatan mekanisme kerjasama internasional menjadi langkah penting dalam menghadapi 

tantangan ini. 

Penerapan teori kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana juga menuntut adanya 

reformasi hukum dan kebijakan. Perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru dan 

kompleksitas pola keberlanjutan tindak pidana menuntut adanya pembaruan dalam sistem 

hukum pidana, baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum. Reformasi ini 

harus mampu mengakomodasi dinamika kejahatan kontemporer sambil tetap menjaga 

prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana. 

Namun, penerapan teori kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana juga menghadapi 

beberapa tantangan. Prinsip kepastian hukum, misalnya, dapat berbenturan dengan 

fleksibilitas yang diperlukan dalam menganalisis pola keberlanjutan tindak pidana yang 

kompleks. Penentuan batas waktu keberlanjutan juga menjadi isu yang perlu 

dipertimbangkan, mengingat adanya prinsip daluwarsa dalam hukum pidana. 

Prinsip ne bis in idem (larangan penuntutan kedua kali untuk perkara yang sama) juga 

dapat menjadi tantangan dalam penerapan teori keberlanjutan tindak pidana. Dalam kasus-

kasus yang melibatkan rangkaian tindak pidana yang berkelanjutan, mungkin timbul 

pertanyaan tentang apakah suatu tindakan merupakan bagian dari rangkaian tindak pidana 

yang telah diadili sebelumnya atau merupakan tindak pidana baru yang terpisah. 

Kompleksitas pembuktian dalam kasus-kasus yang melibatkan rantai kausalitas dan 

pola keberlanjutan yang rumit juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menuntut 

pengembangan kapasitas penegak hukum dan peradilan dalam menangani kasus-kasus yang 

kompleks, serta pemanfaatan teknologi dan metode investigasi yang lebih canggih. 

Perbedaan sistem hukum antar negara juga dapat menjadi tantangan dalam penerapan 

teori kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana, terutama dalam konteks kejahatan 

transnasional. Harmonisasi hukum dan penguatan mekanisme kerjasama internasional 

menjadi krusial dalam menghadapi tantangan ini. 

Dalam perkembangan terkini, teori kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana juga 

mulai diterapkan dalam analisis kejahatan siber dan kejahatan lingkungan. Kedua jenis 

kejahatan ini seringkali memiliki karakteristik keberlanjutan yang kompleks, melibatkan 

berbagai aktor dan yurisdiksi, serta memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. 

Kejahatan siber, misalnya, seringkali melibatkan rantai kausalitas yang kompleks dan 

pola keberlanjutan yang melampaui batas-batas tradisional. Serangan siber dapat dilakukan 

dari jarak jauh, melibatkan jaringan pelaku yang tersebar di berbagai negara, dan memiliki 

dampak yang berlangsung lama setelah serangan awal dilakukan. Analisis terhadap 

keberlanjutan kejahatan siber menjadi krusial dalam merancang strategi keamanan siber 

yang efektif dan responsif. 

Sementara itu, kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar, perdagangan satwa liar, 

atau pencemaran industri seringkali memiliki pola keberlanjutan yang kompleks, 
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melibatkan jaringan aktor yang luas, dan memiliki dampak jangka panjang terhadap 

ekosistem. Penerapan teori kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana dalam konteks 

kejahatan lingkungan dapat membantu dalam merancang strategi penegakan hukum yang 

lebih efektif dan upaya konservasi yang berkelanjutan. 

Perkembangan artificial intelligence (AI) dan teknologi blockchain juga membawa 

dimensi baru dalam analisis kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana. Di satu sisi, 

teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mendeteksi dan 

menganalisis pola keberlanjutan tindak pidana yang kompleks. Namun di sisi lain, 

penyalahgunaan teknologi ini juga dapat menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru dengan 

pola keberlanjutan yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. 

Dalam konteks ini, pengembangan kerangka hukum dan etika yang mengatur 

penggunaan AI dan teknologi blockchain menjadi semakin penting. Regulasi yang adaptif 

dan responsif terhadap perkembangan teknologi diperlukan untuk mengantisipasi dan 

menangani bentuk-bentuk kejahatan baru yang mungkin muncul. 

Selain itu, pendekatan multidisipliner dalam studi kausalitas dan keberlanjutan tindak 

pidana menjadi semakin relevan. Integrasi perspektif dari berbagai disiplin ilmu seperti 

hukum, kriminologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan ilmu komputer dapat memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas kejahatan kontemporer. 

Dalam konteks Indonesia, penerapan teori kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana 

juga perlu mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya dan sistem hukum yang ada. 

Prinsip hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal, misalnya, dapat memberikan perspektif 

unik dalam memahami dan menangani pola keberlanjutan tindak pidana dalam konteks 

lokal. 

Perkembangan yurisprudensi di Indonesia juga menunjukkan adanya evolusi dalam 

penerapan konsep kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana. Kasus dr. Ayu pada tahun 

2013, misalnya, menjadi contoh nyata kompleksitas penerapan teori kausalitas dalam 

praktik peradilan Indonesia. Kasus ini menunjukkan pentingnya analisis yang cermat 

terhadap rantai kausalitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, terutama dalam 

kasus-kasus yang melibatkan profesi medis. 

Di tingkat internasional, konsep kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana juga 

memainkan peran penting dalam hukum pidana internasional. Penerapan doktrin tanggung 

jawab komando dan joint criminal enterprise (JCE) yang dikembangkan oleh ICTY dalam 

kasus Prosecutor v. Tadić, misalnya, menunjukkan bagaimana teori ini dapat diterapkan 

dalam konteks kejahatan internasional yang kompleks. 

Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru dalam penerapan 

konsep kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus kejahatan 

siber, kejahatan lingkungan, kejahatan korporasi, serta terorisme dan kejahatan terorganisir 

yang melibatkan rantai kausalitas yang kompleks dan global. Hal ini menuntut 

pengembangan kerangka analisis yang lebih canggih dan adaptif. 

Dalam konteks pencegahan kejahatan, pemahaman terhadap pola keberlanjutan tindak 

pidana menjadi kunci dalam merancang strategi intervensi yang efektif. Pendekatan 

pencegahan situasional (situational crime prevention) yang dikembangkan oleh Clarke, 

misalnya, dapat diintegrasikan dengan analisis keberlanjutan tindak pidana untuk 

merancang strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. 

Selain itu, konsep keadilan restoratif (restorative justice) juga menjadi relevan dalam 

konteks keberlanjutan tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penghukuman 

pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan relasi sosial yang rusak 

akibat tindak pidana. Dalam kasus-kasus yang melibatkan pola keberlanjutan tindak pidana 

yang kompleks, pendekatan keadilan restoratif dapat membantu memutus siklus kejahatan 
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dan menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan. 

Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) juga menjadi aspek 

penting dalam konteks keberlanjutan tindak pidana. Dengan memanfaatkan analisis big data 

dan kecerdasan buatan, sistem ini dapat membantu dalam mendeteksi pola-pola awal yang 

berpotensi berkembang menjadi tindak pidana yang berkelanjutan. Hal ini memungkinkan 

intervensi preventif yang lebih dini dan efektif. 

Dalam konteks penegakan hukum, pemahaman terhadap pola keberlanjutan tindak 

pidana juga berimplikasi pada strategi investigasi dan penuntutan. Pendekatan "follow the 

money" yang sering digunakan dalam kasus-kasus kejahatan ekonomi, misalnya, dapat 

diperluas menjadi "follow the pattern" untuk mengungkap jaringan dan pola operasi 

kejahatan yang lebih luas dan berkelanjutan. 

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menganalisis pola 

keberlanjutan tindak pidana juga menjadi prioritas. Pelatihan khusus dan pengembangan 

tools analisis yang relevan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum 

dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks. 

Dalam konteks pemidanaan, pemahaman terhadap pola keberlanjutan tindak pidana 

juga dapat mempengaruhi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi. Selain 

mempertimbangkan beratnya tindak pidana yang dilakukan, hakim juga perlu 

mempertimbangkan potensi keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari tindak pidana 

tersebut. Hal ini dapat mendorong penjatuhan sanksi yang tidak hanya bersifat retributif, 

tetapi juga preventif dan rehabilitatif. 

Pengembangan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif juga menjadi 

krusial dalam memutus siklus keberlanjutan tindak pidana. Program-program ini perlu 

dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang spesifik dan pola 

keberlanjutan yang mungkin terjadi, sehingga dapat mencegah terjadinya residivisme. 

Dalam konteks kebijakan kriminal (criminal policy), pemahaman terhadap pola 

keberlanjutan tindak pidana dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih 

komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan yang integratif, melibatkan berbagai sektor 

dan pemangku kepentingan, diperlukan untuk menangani akar permasalahan yang 

mendasari keberlanjutan tindak pidana. 

Perkembangan studi viktimologi juga memberikan perspektif penting dalam analisis 

keberlanjutan tindak pidana. Pemahaman terhadap pola viktimisasi yang berulang atau 

berkelanjutan dapat membantu dalam merancang strategi perlindungan korban yang lebih 

efektif dan program-program pencegahan yang tepat sasaran. 

Dalam konteks hukum pidana ekonomi, analisis terhadap pola keberlanjutan tindak 

pidana menjadi semakin relevan. Kejahatan keuangan seperti pencucian uang, insider 

trading, atau penipuan investasi seringkali melibatkan skema yang kompleks dan 

berkelanjutan. Pemahaman terhadap pola-pola ini menjadi kunci dalam merancang regulasi 

dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dalam sektor keuangan. 

Perkembangan cryptocurrency dan ekonomi digital juga membawa tantangan baru 

dalam analisis keberlanjutan tindak pidana ekonomi. Anonimitas dan kecepatan transaksi 

yang ditawarkan oleh teknologi ini dapat memfasilitasi skema kejahatan yang lebih 

kompleks dan sulit dilacak. Hal ini menuntut pengembangan keahlian dan tools investigasi 

yang lebih canggih dalam menangani kejahatan ekonomi di era digital. 

Dalam konteks kejahatan korporasi, analisis terhadap pola keberlanjutan tindak 

pidana juga menjadi semakin penting. Praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh korporasi 

seringkali bersifat sistemik dan berkelanjutan, melibatkan jaringan aktor yang luas dan 

struktur organisasi yang kompleks. Pemahaman terhadap pola-pola ini menjadi krusial 

dalam merancang regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap 
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kejahatan korporasi. 

Perkembangan konsep corporate criminal liability juga perlu mempertimbangkan 

aspek keberlanjutan tindak pidana. Selain mempertanggungjawabkan tindakan spesifik 

yang melanggar hukum, perlu juga dipertimbangkan bagaimana budaya korporasi dan 

struktur organisasi dapat memfasilitasi atau bahkan mendorong keberlanjutan praktik-

praktik ilegal. 

Dalam konteks kejahatan lingkungan, analisis terhadap pola keberlanjutan tindak 

pidana menjadi sangat relevan mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan. 

Praktik-praktik seperti pembalakan liar, penambangan ilegal, atau pembuangan limbah 

berbahaya seringkali melibatkan jaringan aktor yang luas dan memiliki pola operasi yang 

berkelanjutan. Pemahaman terhadap pola-pola ini menjadi kunci dalam merancang strategi 

penegakan hukum dan konservasi yang efektif. 

Perkembangan konsep ecocide sebagai kejahatan internasional juga perlu 

mempertimbangkan aspek keberlanjutan tindak pidana. Kerusakan lingkungan yang masif 

dan sistematis seringkali merupakan hasil dari serangkaian tindakan yang berkelanjutan 

dalam jangka waktu yang panjang. Analisis terhadap pola keberlanjutan ini menjadi penting 

dalam mengembangkan kerangka hukum yang efektif untuk menangani kejahatan 

lingkungan di tingkat internasional. 

Dalam konteks kejahatan siber, analisis terhadap pola keberlanjutan tindak pidana 

menghadapi tantangan tersendiri mengingat sifat kejahatan yang dinamis dan cepat berubah. 

Pola serangan siber seringkali berevolusi dengan cepat, memanfaatkan kerentanan baru dan 

teknologi yang terus berkembang. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan 

responsif dalam menganalisis dan menangani keberlanjutan kejahatan siber. 

Pengembangan konsep "cyber resilience" menjadi semakin penting dalam konteks ini. 

Selain fokus pada pencegahan dan deteksi serangan, perlu juga dikembangkan kemampuan 

untuk pulih dengan cepat dan beradaptasi terhadap ancaman baru. Analisis terhadap pola 

keberlanjutan serangan siber dapat membantu dalam merancang strategi cyber resilience 

yang lebih efektif. 

Dalam konteks terorisme dan ekstremisme kekerasan, pemahaman terhadap pola 

keberlanjutan tindak pidana menjadi krusial dalam upaya deradikalisasi dan pencegahan. 

Proses radikalisasi seringkali melibatkan serangkaian tahapan yang berkelanjutan, dari 

paparan awal terhadap ideologi ekstrem hingga keterlibatan aktif dalam aksi teror. Analisis 

terhadap pola ini dapat membantu dalam merancang program intervensi yang lebih tepat 

sasaran di berbagai tahapan proses radikalisasi. 

Pengembangan program counter-narrative dan alternative narrative juga perlu 

mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Upaya untuk melawan narasi ekstremis tidak 

cukup dilakukan secara sporadis, tetapi perlu dirancang sebagai kampanye yang 

berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan narasi ekstremis. 

Dalam konteks kejahatan transnasional terorganisir, analisis terhadap pola 

keberlanjutan tindak pidana menjadi semakin kompleks mengingat karakteristik kejahatan 

yang melintasi batas negara dan melibatkan jaringan yang luas. Pendekatan "follow the 

money" yang tradisional perlu diperluas menjadi analisis yang lebih komprehensif terhadap 

pola operasi, struktur organisasi, dan jaringan pendukung yang memungkinkan 

keberlanjutan aktivitas kriminal. 

Pengembangan mekanisme kerjasama internasional yang lebih efektif menjadi krusial 

dalam konteks ini. Pertukaran informasi yang cepat dan akurat, operasi penegakan hukum 

bersama, dan harmonisasi kebijakan antar negara diperlukan untuk menangani pola 

keberlanjutan kejahatan transnasional yang semakin kompleks. 

Dalam konteks pemidanaan, pemahaman terhadap pola keberlanjutan tindak pidana 
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juga berimplikasi pada pengembangan alternatif pemidanaan yang lebih efektif. Pendekatan 

restorative justice, misalnya, dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam memutus 

siklus keberlanjutan tindak pidana tertentu, terutama yang melibatkan pelaku usia muda atau 

tindak pidana ringan. 

Pengembangan program rehabilitasi yang berbasis bukti (evidence-based 

rehabilitation) juga menjadi semakin penting. Program-program ini perlu dirancang dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor risiko spesifik dan pola keberlanjutan yang mungkin 

terjadi, sehingga dapat secara efektif mencegah residivisme dan memutus siklus kejahatan. 

Dalam konteks kebijakan penal, pemahaman terhadap pola keberlanjutan tindak 

pidana juga dapat mempengaruhi pendekatan terhadap kriminalisasi dan dekriminalisasi. 

Analisis terhadap efektivitas kriminalisasi dalam memutus siklus keberlanjutan tindak 

pidana tertentu dapat menjadi pertimbangan penting dalam reformasi hukum pidana. 

Perkembangan konsep transitional justice dalam konteks konflik dan pasca-konflik 

juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tindak pidana. Upaya rekonsiliasi dan 

pemulihan pasca-konflik perlu dirancang dengan mempertimbangkan pola-pola kekerasan 

yang mungkin berlanjut atau berulang, sehingga dapat secara efektif mencegah terjadinya 

konflik di masa depan. 

Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, pemahaman terhadap pola 

keberlanjutan tindak pidana menjadi penting dalam merancang program perlindungan yang 

efektif. Analisis terhadap pola intimidasi atau viktimisasi yang berkelanjutan dapat 

membantu dalam mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif dan 

jangka panjang. 

Perkembangan teknologi forensik juga membawa dimensi baru dalam analisis 

keberlanjutan tindak pidana. Teknik-teknik seperti analisis DNA, digital forensics, atau 

financial forensics dapat membantu dalam mengungkap pola-pola kejahatan yang 

sebelumnya sulit terdeteksi. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru 

terkait privasi dan etika dalam pengumpulan dan penggunaan bukti forensik. 

Dalam konteks hukum pidana internasional, analisis terhadap pola keberlanjutan 

tindak pidana menjadi krusial dalam penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan, 

genosida, dan kejahatan perang. Pemahaman terhadap pola-pola kekerasan yang sistematis 

dan berkelanjutan menjadi penting dalam membuktikan unsur-unsur kejahatan internasional 

seperti "widespread or systematic attack" atau "intent to destroy". 

Perkembangan konsep "sistem kejahatan makro" (system criminality) yang 

dikemukakan oleh Andre Nollkaemper juga relevan dalam konteks ini. Konsep ini 

menekankan bahwa kejahatan internasional seringkali merupakan hasil dari sistem yang 

kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan struktur, bukan hanya tindakan individu. 

Analisis terhadap pola keberlanjutan tindak pidana dalam konteks ini dapat membantu 

dalam memahami dan menangani kompleksitas kejahatan internasional. 

Dalam konteks penegakan hukum berbasis komunitas (community-based law 

enforcement), pemahaman terhadap pola keberlanjutan tindak pidana dapat membantu 

dalam merancang strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif di tingkat lokal. 

Pendekatan problem-oriented policing, misalnya, dapat diperkuat dengan analisis yang lebih 

mendalam terhadap pola-pola kejahatan yang berkelanjutan di suatu komunitas. 

Perkembangan konsep keamanan manusia (human security) juga relevan dalam 

konteks analisis keberlanjutan tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya 

memahami ancaman keamanan secara holistik, tidak hanya dari perspektif keamanan 

tradisional. Analisis terhadap pola keberlanjutan berbagai bentuk ancaman terhadap 

keamanan manusia dapat membantu dalam merancang kebijakan keamanan yang lebih 

komprehensif dan berkelanjutan. 
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Dalam konteks perkembangan smart city dan Internet of Things (IoT), analisis 

terhadap pola keberlanjutan tindak pidana menghadapi tantangan dan peluang baru. Di satu 

sisi, integrasi berbagai sistem dan data dalam smart city dapat memfasilitasi deteksi dini 

terhadap pola-pola kejahatan. Namun di sisi lain, kompleksitas sistem ini juga dapat 

menciptakan kerentanan baru yang dapat dieksploitasi untuk tindak pidana yang 

berkelanjutan. 

Perkembangan cryptocurrency dan teknologi blockchain juga membawa dimensi baru 

dalam analisis keberlanjutan tindak pidana ekonomi. Anonimitas dan desentralisasi yang 

ditawarkan oleh teknologi ini dapat memfasilitasi skema kejahatan yang lebih kompleks dan 

sulit dilacak. Namun di sisi lain, sifat blockchain yang tidak dapat diubah (immutable) juga 

dapat menjadi alat yang powerful dalam menganalisis pola transaksi yang mencurigakan. 

Dalam konteks kejahatan berbasis gender, pemahaman terhadap pola keberlanjutan 

tindak pidana menjadi krusial dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan yang 

efektif. Kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, misalnya, seringkali 

melibatkan pola perilaku yang berulang dan berkelanjutan. Analisis terhadap pola ini dapat 

membantu dalam mengembangkan sistem peringatan dini dan intervensi yang lebih efektif. 

Perkembangan artificial intelligence (AI) dan machine learning juga membawa 

dimensi baru dalam analisis keberlanjutan tindak pidana. Teknologi ini dapat dimanfaatkan 

untuk menganalisis pola-pola kejahatan yang kompleks dari big data, membantu dalam 

prediksi kejahatan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya penegakan hukum. Namun, 

penggunaan AI dalam konteks ini juga menimbulkan isu-isu etis dan hukum yang perlu 

diaddress, seperti potensi bias dan implikasi terhadap privasi. 

Dalam konteks kejahatan lingkungan, analisis terhadap pola keberlanjutan tindak 

pidana perlu mempertimbangkan kompleksitas ekosistem dan dampak jangka panjang. 

Kerusakan lingkungan seringkali merupakan hasil dari serangkaian tindakan yang kumulatif 

dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap pola ini menjadi krusial dalam merancang 

kebijakan lingkungan dan strategi penegakan hukum yang efektif. 

Perkembangan konsep "planetary boundaries" yang dikemukakan oleh Johan 

Rockström et al. juga relevan dalam konteks ini. Konsep ini menekankan adanya batas-batas 

planetari yang jika dilampaui dapat mengakibatkan perubahan lingkungan yang ireversibel. 

Analisis terhadap pola keberlanjutan tindak pidana lingkungan perlu mempertimbangkan 

implikasi jangka panjang terhadap batas-batas planetari ini. 

Dalam konteks kejahatan korporasi, pemahaman terhadap pola keberlanjutan tindak 

pidana menjadi penting dalam merancang regulasi dan mekanisme pengawasan yang 

efektif. Praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh korporasi seringkali bersifat sistemik dan 

berkelanjutan, melibatkan berbagai lapisan manajemen dan struktur organisasi yang 

kompleks. Analisis terhadap pola ini dapat membantu dalam mengembangkan pendekatan 

yang lebih komprehensif dalam menangani kejahatan korporasi, termasuk pengembangan 

program kepatuhan (compliance program) yang efektif. 

Perkembangan konsep "greenwashing" dalam konteks kejahatan lingkungan 

korporasi juga perlu diperhatikan. Praktik ini melibatkan upaya sistematis dan berkelanjutan 

untuk memberikan citra ramah lingkungan yang palsu. Analisis terhadap pola keberlanjutan 

praktik greenwashing dapat membantu dalam merancang regulasi dan mekanisme 

pengawasan yang lebih efektif dalam sektor lingkungan. 

Dalam konteks kejahatan siber, analisis terhadap pola keberlanjutan tindak pidana 

perlu mempertimbangkan karakteristik unik dari ruang siber. Sifat borderless dari internet, 

anonimitas yang ditawarkan oleh teknologi enkripsi, dan kecepatan evolusi teknologi 

menciptakan tantangan tersendiri dalam menganalisis dan menangani keberlanjutan 

kejahatan siber. Pengembangan kapasitas dalam digital forensics dan cyber intelligence 
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menjadi semakin penting dalam konteks ini. 

Perkembangan Internet of Things (IoT) juga membawa dimensi baru dalam analisis 

keberlanjutan kejahatan siber. Perangkat IoT yang terhubung ke internet dapat menjadi 

target baru untuk eksploitasi atau digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. 

Analisis terhadap pola serangan dan eksploitasi terhadap perangkat IoT menjadi penting 

dalam merancang strategi keamanan siber yang efektif. 

Dalam konteks terorisme dan ekstremisme kekerasan, pemahaman terhadap pola 

keberlanjutan tindak pidana menjadi krusial dalam upaya deradikalisasi dan kontra-

terorisme. Proses radikalisasi seringkali melibatkan serangkaian tahapan yang 

berkelanjutan, dari paparan awal terhadap ideologi ekstrem hingga keterlibatan aktif dalam 

aksi teror. Analisis terhadap pola ini dapat membantu dalam merancang program intervensi 

yang lebih tepat sasaran di berbagai tahapan proses radikalisasi. 

Perkembangan penggunaan media sosial dan platform online oleh kelompok teroris 

dan ekstremis juga perlu mendapat perhatian khusus. Analisis terhadap pola penyebaran 

propaganda, rekrutmen, dan koordinasi melalui platform online dapat membantu dalam 

merancang strategi kontra-narasi dan disengagement yang lebih efektif. 

Dalam konteks kejahatan transnasional terorganisir, analisis terhadap pola 

keberlanjutan tindak pidana menjadi semakin kompleks mengingat karakteristik kejahatan 

yang melintasi batas negara dan melibatkan jaringan yang luas. Pendekatan "follow the 

money" yang tradisional perlu diperluas menjadi analisis yang lebih komprehensif terhadap 

pola operasi, struktur organisasi, dan jaringan pendukung yang memungkinkan 

keberlanjutan aktivitas kriminal. 

Perkembangan konsep "criminal governance" yang dikemukakan oleh beberapa 

sarjana juga relevan dalam konteks ini. Konsep ini menggambarkan bagaimana kelompok 

kriminal terorganisir dapat mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah tertentu, 

menciptakan sistem paralel yang memfasilitasi keberlanjutan aktivitas kriminal. Analisis 

terhadap pola "criminal governance" ini menjadi penting dalam merancang strategi yang 

efektif untuk menangani kejahatan terorganisir. 

Dalam konteks kejahatan ekonomi, pemahaman terhadap pola keberlanjutan tindak 

pidana menjadi krusial dalam menangani kasus-kasus seperti pencucian uang, penipuan 

investasi, atau manipulasi pasar. Skema kejahatan ekonomi seringkali dirancang untuk 

beroperasi dalam jangka panjang, melibatkan serangkaian transaksi dan struktur keuangan 

yang kompleks. Analisis terhadap pola ini dapat membantu dalam mengembangkan sistem 

deteksi dini dan strategi investigasi yang lebih efektif. 

Perkembangan fintech dan cryptocurrency juga membawa tantangan baru dalam 

analisis keberlanjutan kejahatan ekonomi. Teknologi ini dapat memfasilitasi skema 

kejahatan yang lebih kompleks dan sulit dilacak. Namun di sisi lain, karakteristik blockchain 

yang transparan dan tidak dapat diubah juga dapat menjadi alat yang powerful dalam 

menganalisis pola transaksi yang mencurigakan. 

Dalam konteks viktimologi, pemahaman terhadap pola keberlanjutan tindak pidana 

menjadi penting dalam menganalisis pola viktimisasi yang berulang atau berkelanjutan. 

Beberapa jenis kejahatan, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau bullying, seringkali 

melibatkan pola viktimisasi yang berkelanjutan. Analisis terhadap pola ini dapat membantu 

dalam merancang program perlindungan korban dan strategi pencegahan yang lebih efektif 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen. Penelitian dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach). Dalam penulisan penelitian 
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ini, jenis perbandingan hukum yang digunakan adalah macro-comparison dengan tujuan 

membantu tim peneliti dalam mengangkat isu gambaran konsep kausalitas dan 

keberlanjutan tindak pidana di Indonesia yang dibandingkan dengan penerapan konsep 

serupa dalam hukum internasional terkait dengan kasus pembunuhan berencana, korupsi 

sistemik, perdagangan manusia lintas negara, dan terorisme. 

Adapun pemilihan hukum internasional sebagai pembanding adalah karena menurut 

tim peneliti, pendekatan internasional terhadap kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana 

cenderung lebih komprehensif dan menekankan pada pencegahan, perlindungan korban, 

serta kerja sama lintas negara. Selain itu, instrumen hukum internasional seperti Statuta 

Roma, UNCAC, dan Protokol Palermo memberikan kerangka yang lebih luas untuk 

memahami dan menangani kejahatan-kejahatan kompleks yang memiliki dimensi 

transnasional. 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, dengan fokus pada jurnal-

jurnal ilmiah yang diakses melalui Google Scholar. Kriteria pemilihan sumber meliputi 

relevansi dengan topik penelitian, tahun publikasi (mengutamakan 10 tahun terakhir), dan 

kredibilitas jurnal. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis konten, 

membandingkan pendekatan hukum Indonesia dan internasional terhadap kausalitas dan 

keberlanjutan tindak pidana dalam konteks empat jenis kejahatan yang menjadi fokus 

penelitian. 

Penelitian ini juga mempertimbangkan teori-teori kriminologi yang relevan, seperti 

Teori Kontrol Sosial, Teori Anomie, Teori Pembelajaran Sosial, dan Teori Strain, untuk 

memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami kausalitas dan 

keberlanjutan tindak pidana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam studi kriminologi dan hukum pidana, pemahaman tentang kausalitas dan 

keberlanjutan tindak pidana sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan 

penanganan kejahatan yang efektif. Analisis ini akan membandingkan pendekatan hukum 

Indonesia dan internasional terhadap empat jenis kejahatan utama: pembunuhan berencana, 

korupsi sistemik, perdagangan manusia lintas negara, dan terorisme. 

Analisis Kasus 

A. Pembunuhan Berencana  Kasus Ilustrasi: Pembunuhan Munir (2004) 

1. Latar Belakang Kasus 

Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM terkemuka di Indonesia yang tewas 

diracun pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke 

Amsterdam. Kematiannya yang mencurigakan segera menimbulkan kecurigaan adanya 

pembunuhan berencana yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan. 

Munir dikenal sebagai kritikus vocal terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 

militer Indonesia, terutama di daerah konflik seperti Aceh dan Timor Timur. Ia juga aktif 

mengadvokasi kasus-kasus penghilangan paksa aktivis pada masa Orde Baru. Aktivitas dan 

kritik-kritiknya terhadap militer dan pemerintah diduga menjadi motif di balik 

pembunuhannya. 

Hasil otopsi di Belanda menunjukkan bahwa Munir tewas akibat keracunan arsenik 

dalam dosis tinggi. Penyelidikan awal menemukan bahwa racun tersebut dicampurkan ke 

dalam minuman yang disajikan kepada Munir selama penerbangan. Hal ini 

mengindikasikan adanya perencanaan dan persiapan matang dalam upaya pembunuhan 

tersebut. 

2. Analisis Kausalitas 

a. Sebab-Sebab Pembunuhan Berdasarkan berbagai fakta dan analisis, terdapat beberapa 
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faktor yang diduga menjadi penyebab atau motif di balik pembunuhan Munir: 

1. Motif Politik Aktivitas Munir dalam mengungkap pelanggaran HAM oleh militer 

dianggap mengancam kepentingan politik elit tertentu. Kritik-kritiknya terhadap peran 

militer dalam politik dan bisnis berpotensi mengganggu status quo yang menguntungkan 

pihak-pihak tertentu. 

Munir juga aktif mendorong reformasi di tubuh TNI dan intelijen, yang ditentang oleh 

kelompok status quo. Pembunuhannya dapat dilihat sebagai upaya untuk membungkam 

suara kritis dan menghentikan agenda reformasi yang ia perjuangkan. 

2. Konflik Kepentingan Sebagai aktivis HAM, Munir kerap berhadapan dengan 

kepentingan kelompok-kelompok tertentu, terutama di kalangan militer dan intelijen. 

Upayanya mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu berpotensi 

membahayakan reputasi dan karier tokoh-tokoh tertentu. 

Selain itu, advokasi Munir terkait konflik di daerah seperti Aceh juga berseberangan 

dengan kepentingan pihak-pihak yang diuntungkan oleh situasi konflik. Pembunuhannya 

dapat dilihat sebagai upaya untuk mengeliminasi ancaman terhadap kepentingan-

kepentingan tersebut. 

3. Perencanaan SistematisModus pembunuhan dengan racun yang dicampurkan dalam 

penerbangan mengindikasikan adanya perencanaan yang matang dan sistematis. Hal ini 

menunjukkan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki akses dan kemampuan untuk 

melakukan operasi rahasia semacam itu. 

Penggunaan arsenik sebagai racun juga menunjukkan adanya pengetahuan dan 

perhitungan tertentu. Arsenik sulit dideteksi dan gejalanya mirip keracunan makanan biasa, 

sehingga dapat mengelabui investigasi awal. Ini mengindikasikan pelaku memiliki keahlian 

dan sumber daya untuk melakukan pembunuhan terencana. 

b. Analisis Teori KriminologiKasus pembunuhan Munir dapat dianalisis menggunakan 

beberapa teori kriminologi, salah satunya Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh 

Travis Hirschi. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal terjadi ketika ikatan sosial 

seseorang dengan masyarakat melemah. 

Menurut Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial yang mencegah seseorang 

melakukan kejahatan: 

1. Attachment (keterikatan) - hubungan/kedekatan dengan orang lain 

2. Commitment (komitmen) - investasi dalam masyarakat 

3. Involvement (keterlibatan) - partisipasi dalam kegiatan konvensional 

4. Belief (keyakinan) - penerimaan terhadap nilai-nilai moral masyarakat 

Dalam kasus pembunuhan Munir, para pelaku yang terlibat kemungkinan mengalami 

pelemahan ikatan sosial tersebut: 

• Attachment: Kurangnya empati terhadap korban dan keluarganya 

• Commitment: Mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok di atas kepentingan 

masyarakat 

• Involvement: Terlibat dalam konspirasi rahasia, bukan kegiatan sosial yang positif 

• Belief: Mengabaikan nilai-nilai moral dan hukum yang melarang pembunuhan 

Pelemahan ikatan sosial ini memungkinkan para pelaku untuk melakukan tindakan 

kriminal tanpa merasa terikat oleh norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Mereka 

mungkin merasa bahwa kepentingan yang ingin dilindungi lebih penting daripada nyawa 

seorang aktivis. 

Selain itu, teori Differential Association dari Edwin Sutherland juga dapat 

menjelaskan proses pembelajaran perilaku kriminal dalam kasus ini. Para pelaku yang 

terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir kemungkinan mempelajari teknik, motif, dan 

rasionalisasi untuk melakukan kejahatan tersebut melalui interaksi dengan kelompok atau 
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lingkungan tertentu yang mendukung tindakan tersebut. 

3. Analisis Keberlanjutan 

a. Akibat terhadap KorbanDampak langsung dari pembunuhan berencana terhadap Munir 

adalah hilangnya nyawa secara tragis dan prematur. Ini merupakan pelanggaran hak asasi 

manusia yang paling fundamental yaitu hak untuk hidup. 

Selain itu, pembunuhan Munir juga berdampak besar terhadap keluarganya: 

• Trauma psikologis mendalam akibat kehilangan orang tercinta secara mendadak dan 

tidak wajar 

• Penderitaan emosional berkepanjangan selama proses pencarian keadilan yang berlarut-

larut 

• Tekanan dan ancaman terhadap keluarga selama proses pengungkapan kasus 

• Beban finansial akibat hilangnya tulang punggung keluarga 

• Perubahan drastis dalam kehidupan keluarga, termasuk relokasi ke luar negeri demi 

keamanan 

Dampak terhadap korban dan keluarga ini sesuai dengan teori viktimologi yang 

dikemukakan oleh Hans von Hentig. Teori ini menekankan pentingnya memahami posisi 

dan penderitaan korban, tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan. 

b. Akibat terhadap Pelaku 

Meski proses hukum belum sepenuhnya mengungkap semua pihak yang terlibat, beberapa 

pelaku yang telah teridentifikasi menghadapi konsekuensi hukum dan sosial: 

• Pollycarpus Budihari Priyanto, mantan pilot Garuda yang diduga meracuni Munir, 

dijatuhi hukuman 14 tahun penjara 

• Indra Setiawan, mantan Dirut Garuda, dihukum 1 tahun penjara atas keterlibatannya 

• Muchdi Purwopranjono, mantan Deputi V BIN, sempat ditahan namun akhirnya 

dibebaskan 

Pelaku-pelaku yang terlibat menghadapi stigmatisasi sosial sebagai pembunuh dan 

pengkhianat negara. Karir dan reputasi mereka hancur, terlepas dari berat ringannya vonis 

pengadilan. 

Namun ada indikasi bahwa beberapa pelaku utama, terutama dari kalangan elit, masih 

bebas dari jerat hukum. Hal ini menimbulkan frustrasi di masyarakat dan menciptakan 

persepsi adanya impunitas bagi pelaku kejahatan HAM berat. 

c. Akibat terhadap Masyarakat 

Pembunuhan Munir menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas di masyarakat: 

• Ketakutan di kalangan aktivis HAM dan masyarakat sipil untuk menyuarakan kritik 

• Menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keadilan 

• Skeptisisme terhadap komitmen pemerintah dalam perlindungan HAM 

• Trauma kolektif akibat kembalinya praktik pembunuhan terhadap aktivis seperti era Orde 

Baru 

• Menguatnya persepsi bahwa kekuatan "status quo" masih berkuasa di balik layar 

Di sisi lain, kasus ini juga memicu penguatan gerakan masyarakat sipil: 

• Meningkatnya solidaritas dan jejaring antar pegiat HAM 

• Menguatnya advokasi untuk reformasi sektor keamanan dan intelijen 

• Meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya perlindungan pembela HAM 

d. Akibat terhadap NegaraKasus pembunuhan Munir berdampak serius terhadap citra 

Indonesia di kancah internasional: 

• Memunculkan keraguan terhadap komitmen Indonesia dalam penegakan HAM 

• Mencoreng reputasi Indonesia sebagai negara demokratis pasca reformasi 

• Menurunnya kepercayaan investor asing terhadap kepastian hukum di Indonesia 

• Kritik dan tekanan dari komunitas internasional untuk mengusut tuntas kasus tersebut 
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• Secara internal, kasus ini juga berdampak pada pemerintahan: 

• Menguji kredibilitas pemerintah dalam penegakan hukum dan HAM 

• Memunculkan friksi antara elemen reformis dan status quo dalam pemerintahan 

• Menjadi ujian bagi konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia 

e. Teori Viktimologi 

Analisis dampak jangka panjang kasus Munir dapat diperdalam dengan menggunakan 

perspektif viktimologi, khususnya teori yang dikemukakan oleh Hans von Hentig. Teori ini 

menekankan pentingnya memahami peran dan pengalaman korban dalam proses 

viktimisasi. 

Von Hentig mengidentifikasi beberapa tipe korban, salah satunya adalah "aktivis" 

yang menjadi target karena aktivitas mereka dianggap mengancam kepentingan tertentu. 

Munir jelas masuk dalam kategori ini sebagai aktivis HAM yang vokal. 

Teori viktimologi juga menyoroti dampak sekunder viktimisasi, yaitu penderitaan 

tambahan yang dialami korban dan keluarganya akibat respons sistem peradilan dan 

masyarakat. Dalam kasus Munir, keluarganya mengalami viktimisasi sekunder berupa: 

• Proses hukum yang berlarut-larut dan tidak memuaskan 

• Ancaman dan intimidasi selama proses pencarian keadilan 

• Beban psikologis akibat liputan media yang intens 

• Trauma berkelanjutan akibat ketidakpastian pengungkapan kasus 

Perspektif viktimologi menekankan pentingnya pendampingan dan pemulihan jangka 

panjang bagi korban dan keluarga, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku. Dalam 

konteks kasus Munir, diperlukan program khusus untuk mendukung pemulihan trauma dan 

pemenuhan hak-hak korban. 

4. Perbandingan Hukum Indonesia dan Internasional 

a. Hukum Indonesia Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam 

Pasal 340 KUHP: 

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa 

orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun." 

Unsur-unsur penting dalam pasal ini: 

1. Kesengajaan (dolus/opzet) 

2. Perencanaan terlebih dahulu (voorbedachte raad) 

3. Menghilangkan nyawa orang lain 

Dalam kasus Munir, unsur kesengajaan dan perencanaan terlihat jelas dari modus 

operandi penggunaan racun arsenik yang dicampurkan dalam makanan/minuman korban. 

Perencanaan ini menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) yang terbentuk sebelum 

pelaksanaan pembunuhan. 

Pasal 340 KUHP memberikan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati atau 

penjara seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana dianggap sebagai 

kejahatan yang sangat serius dalam sistem hukum Indonesia. 

Selain itu, mengingat kompleksitas kasus yang melibatkan beberapa pelaku, ketentuan 

tentang penyertaan (deelneming) dalam Pasal 55 dan 56 KUHP juga relevan. Pasal-pasal ini 

mengatur tentang mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, 

atau membantu melakukan tindak pidana. 

b. Hukum Internasional Dalam konteks hukum internasional, pembunuhan berencana 

terhadap aktivis HAM seperti Munir dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM 

berat jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah 

Pidana Internasional (ICC) mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dalam 

Pasal 7. 
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Pembunuhan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika 

dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada 

penduduk sipil. Meski kasus Munir adalah pembunuhan individual, pola serangan terhadap 

aktivis HAM di Indonesia secara historis dapat dilihat sebagai bagian dari praktik yang 

sistematis. 

Selain itu, Deklarasi PBB tentang Pembela HAM (1998) menegaskan kewajiban 

negara untuk melindungi para pembela HAM. Pembunuhan terhadap aktivis seperti Munir 

dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara tersebut. 

Prinsip-prinsip hukum internasional juga menekankan kewajiban negara untuk 

melakukan investigasi yang efektif, transparan dan independen terhadap dugaan 

pelanggaran HAM berat. Kegagalan Indonesia untuk mengungkap secara tuntas kasus 

Munir dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional ini. 

c. Analisis Komparatif Membandingkan pendekatan hukum nasional dan internasional 

terhadap kasus seperti pembunuhan Munir, terdapat beberapa observasi: 

1. Hukum nasional (KUHP) fokus pada tindakan individu dan unsur perencanaan, 

sementara hukum internasional lebih menekankan konteks yang lebih luas seperti 

serangan sistematis terhadap penduduk sipil. 

2. Ancaman hukuman dalam KUHP (pidana mati atau penjara seumur hidup) sejalan 

dengan prinsip hukum internasional yang memandang pembunuhan terencana sebagai 

kejahatan serius. 

3. Hukum internasional memberikan perhatian lebih besar pada kewajiban negara untuk 

melindungi pembela HAM dan melakukan investigasi efektif, sementara KUHP lebih 

fokus pada penghukuman pelaku individual. 

4. Statuta Roma ICC memungkinkan penuntutan individu di tingkat internasional jika 

negara tidak mau atau tidak mampu mengadili, memberikan mekanisme tambahan yang 

tidak tersedia dalam sistem hukum nasional. 

5. Hukum internasional memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengkategorikan 

kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara KUHP terbatas pada definisi spesifik 

pembunuhan berencana. 

6. Pendekatan viktimologi dan hak-hak korban lebih eksplisit dalam instrumen hukum 

internasional dibandingkan KUHP yang lebih berorientasi pada pelaku. 

5. Tantangan dalam Penanganan Kasus Penanganan kasus pembunuhan Munir menghadapi 

berbagai tantangan yang menghambat proses pengungkapan kebenaran dan penegakan 

keadilan: 

a. Keterlibatan Aktor Negara Indikasi kuat adanya keterlibatan oknum intelijen dan militer 

dalam kasus ini menciptakan konflik kepentingan dalam proses investigasi. Lembaga-

lembaga negara yang seharusnya mengungkap kasus justru berpotensi terlibat dalam 

upaya menghalangi pengungkapan kebenaran. 

b. Akses terhadap Bukti Karakter pembunuhan yang terencana dan melibatkan aktor-aktor 

terlatih menyulitkan pengumpulan bukti-bukti forensik. Penggunaan racun arsenik yang 

sulit dideteksi merupakan contoh upaya menghilangkan jejak. 

c. Perlindungan Saksi Beberapa saksi kunci dalam kasus ini mengalami intimidasi atau 

bahkan meninggal dalam keadaan mencurigakan. Hal ini menghambat proses 

pengungkapan kebenaran dan membuat saksi-saksi potensial lain enggan bersaksi. 

d. Politisasi Kasus Status Munir sebagai aktivis HAM terkemuka membuat kasusnya 

menjadi isu politik yang sensitif. Berbagai kepentingan politik berupaya mempengaruhi 

arah penanganan kasus, baik untuk mengungkap maupun menutupinya. 

e. Keterbatasan Yurisdiksi Pembunuhan terjadi dalam penerbangan internasional, 

menciptakan kompleksitas yurisdiksi antara Indonesia dan Belanda. Hal ini menambah 
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tantangan dalam koordinasi investigasi dan pengumpulan bukti. 

f. Kerangka WaktuSemakin lama kasus ini tidak terungkap, semakin sulit untuk 

mengumpulkan bukti-bukti baru dan menjaga momentum politik untuk penyelesaiannya. 

6. Upaya Penyelesaian dan RekomendasiMenghadapi berbagai tantangan tersebut, 

beberapa upaya dan rekomendasi dapat diajukan untuk mendorong penyelesaian kasus: 

a. Pembentukan Tim Investigasi IndependenDiperlukan pembentukan tim investigasi yang 

benar-benar independen, melibatkan unsur masyarakat sipil dan pakar internasional. Tim 

ini harus diberi kewenangan penuh untuk mengakses semua informasi dan bukti yang 

relevan, termasuk dari lembaga-lembaga negara. 

b. Perlindungan Saksi yang KomprehensifPenguatan program perlindungan saksi yang 

tidak hanya menjamin keamanan fisik, tapi juga memberikan dukungan psikologis dan 

ekonomi bagi saksi-saksi kunci dan keluarganya. 

c. Kerjasama InternasionalPeningkatan kerjasama dengan otoritas Belanda dan badan-

badan internasional seperti Interpol untuk pertukaran informasi dan bantuan teknis dalam 

investigasi. 

d. Reformasi Sektor KeamananMendorong reformasi menyeluruh di sektor keamanan dan 

intelijen untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas. 

e. Penguatan Mekanisme PengawasanMemperkuat peran lembaga-lembaga pengawas 

seperti Komnas HAM dan Ombudsman dalam memantau proses penanganan kasus. 

f. Edukasi PublikMelakukan kampanye edukasi publik tentang pentingnya kasus ini bagi 

penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia, untuk menjaga momentum dan dukungan 

publik. 

g. Pemanfaatan Mekanisme InternasionalMempertimbangkan penggunaan mekanisme 

internasional seperti Pelapor Khusus PBB atau bahkan ICC sebagai upaya terakhir jika 

mekanisme nasional gagal memberikan keadilan. 

7. Pembelajaran dan ImplikasiKasus pembunuhan Munir memberikan beberapa 

pembelajaran penting: 

a. Pentingnya Perlindungan Pembela HAM Kasus ini menunjukkan tingginya risiko yang 

dihadapi para pembela HAM di Indonesia. Diperlukan mekanisme perlindungan yang 

lebih kuat, termasuk implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban. 

b. Kelemahan Sistem Peradilan Sulitnya mengungkap kasus ini menunjukkan adanya 

kelemahan sistemik dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika berhadapan 

dengan kasus yang melibatkan aktor-aktor powerful. 

c. Pentingnya Reformasi Sektor Keamanan Kasus ini menegaskan urgensi reformasi di 

sektor keamanan dan intelijen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan 

meningkatkan akuntabilitas. 

d. Peran Masyarakat Sipil egigihan keluarga korban dan organisasi masyarakat sipil dalam 

mendorong pengungkapan kasus menunjukkan pentingnya peran watchdog dari 

masyarakat. 

e. Tantangan Konsolidasi Demokrasi Kasus ini menjadi cermin tantangan dalam 

konsolidasi demokrasi Indonesia, di mana elemen-elemen anti-demokrasi masih 

memiliki pengaruh kuat. 

f. Implikasi bagi Kebijakan HAM Penanganan kasus Munir seharusnya menjadi katalis 

bagi penguatan kebijakan dan mekanisme perlindungan HAM di Indonesia. 

B. Korupsi Sistemik 

Korupsi sistemik telah menjadi permasalahan serius yang menggerogoti berbagai 

sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya 

merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, politik, 

dan bahkan moral bangsa. Kasus e-KTP yang terjadi pada tahun 2011-2012 menjadi salah 



 

29 
 

satu contoh nyata betapa korupsi telah mengakar kuat dan melibatkan jaringan yang 

kompleks di berbagai level pemerintahan. 

Untuk memahami dan menanggulangi permasalahan korupsi sistemik ini diperlukan analisis 

multidimensi yang melibatkan berbagai perspektif keilmuan, termasuk kriminologi, 

sosiologi, psikologi, hukum, dan ilmu pemerintahan. Pendekatan komprehensif ini 

diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar 

penyebab, pola, dan dampak korupsi sistemik, serta merumuskan strategi 

penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan. 

a. Analisis Kausalitas Korupsi Sistemik : . Kasus e-KTP yang terjadi pada tahun 2011-2012 

1. Sistem Pengawasan yang Lemah 

Salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi sistemik adalah lemahnya 

sistem pengawasan di berbagai level pemerintahan. Hal ini mencakup: 

a) Ketidakefektifan Lembaga Pengawas Internal Lembaga pengawas internal seperti 

inspektorat di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah seringkali tidak berfungsi 

optimal dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Beberapa penyebabnya antara 

lain: 

• Kurangnya independensi lembaga pengawas internal karena masih berada di bawah 

struktur organisasi yang diawasi. 

• Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. 

• Prosedur audit yang belum sepenuhnya mengadopsi standar internasional. 

• Minimnya perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan dugaan korupsi. 

b) Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Ego sektoral dan tumpang tindih 

kewenangan antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK 

seringkali menghambat penanganan kasus korupsi secara efektif. Hal ini membuka celah 

bagi para koruptor untuk lolos dari jerat hukum. 

c) Kurangnya Transparansi dan AkuntabilitasMinimnya keterbukaan informasi publik dan 

mekanisme pertanggungjawaban yang jelas membuat praktik korupsi sulit terdeteksi. 

Sistem e-government yang belum optimal juga menyulitkan pengawasan oleh 

masyarakat. 

d) Politisasi Birokrasi Penempatan pejabat berdasarkan kedekatan politik alih-alih 

kompetensi dan integritas membuat fungsi pengawasan internal menjadi bias dan tidak 

objektif. 

Teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland dapat 

menjelaskan bagaimana lemahnya sistem pengawasan menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi terjadinya korupsi sistemik. Menurut teori ini, perilaku kriminal termasuk 

korupsi dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok-kelompok terdekat. 

Ketika sistem pengawasan lemah, maka perilaku koruptif akan dianggap sebagai hal yang 

"normal" dan ditransmisikan dari satu individu ke individu lain dalam organisasi. 

2. Budaya Korupsi 

Faktor budaya memainkan peran penting dalam mengakarnya praktik korupsi 

sistemik di Indonesia. Beberapa aspek budaya yang berkontribusi terhadap hal ini antara 

lain: 

a)Patronase dan Klientelisme 

Sistem patronase yang mengakar kuat sejak era kerajaan hingga kolonial menciptakan pola 

hubungan atasan-bawahan yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Loyalitas 

personal seringkali lebih diutamakan daripada profesionalisme dan integritas. 

b) Budaya "Ewuh Pakewuh" Rasa sungkan dan enggan untuk mengkritik atasan atau 

melaporkan pelanggaran demi menjaga keharmonisan sosial turut melanggengkan 

praktik korupsi. 
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c) Materialisme dan Konsumerisme Gaya hidup mewah dan orientasi status sosial yang 

berlebihan mendorong perilaku koruptif untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya 

tidak esensial. 

d) Toleransi terhadap Gratifikasi Pemberian hadiah atau "uang terima kasih" dalam urusan 

bisnis dan birokrasi seringkali dianggap wajar, padahal berpotensi menjadi pintu masuk 

korupsi yang lebih besar. 

e) Lemahnya Etika Publik Kurangnya internalisasi nilai-nilai integritas dan etika pelayanan 

publik di kalangan aparatur negara membuat mereka rentan tergoda melakukan korupsi. 

Teori Anomie yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dapat digunakan untuk 

menganalisis bagaimana budaya korupsi terbentuk dalam masyarakat. Menurut teori ini, 

ketidaksesuaian antara tujuan budaya (kesuksesan finansial) dan cara-cara yang tersedia 

secara institusional untuk mencapai tujuan tersebut dapat mendorong perilaku menyimpang 

termasuk korupsi. 

Dalam konteks Indonesia, tekanan sosial untuk mencapai kesuksesan material 

seringkali tidak diimbangi dengan tersedianya kesempatan yang setara dan legitimasi bagi 

semua orang. Akibatnya, korupsi dilihat sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan 

tersebut. Kondisi anomie ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan sanksi sosial 

terhadap perilaku koruptif. 

3. Konflik Kepentingan dalam Sistem Politik 

Sistem politik yang sarat dengan konflik kepentingan turut berkontribusi terhadap 

merebaknya korupsi sistemik. Beberapa aspek yang perlu dicermati antara lain: 

a) Mahalnya Biaya Politik Tingginya biaya untuk memenangkan pemilihan umum, baik di 

tingkat nasional maupun daerah, mendorong politisi untuk mencari sumber pendanaan 

tidak sah termasuk dari praktik korupsi. 

b) Politik Transaksional Tawar-menawar politik yang melibatkan pertukaran dukungan 

dengan imbalan jabatan atau proyek pemerintah menciptakan lingkaran setan korupsi. 

c) Oligarki Politik-Bisnis Kuatnya pengaruh kelompok elit ekonomi dalam pengambilan 

kebijakan publik seringkali mengarah pada kebijakan yang menguntungkan segelintir 

pihak alih-alih kepentingan rakyat banyak. 

d) Imunitas Politik Kekebalan hukum yang dinikmati oleh pejabat tinggi negara dan anggota 

parlemen membuat mereka lebih berani melakukan tindak pidana korupsi. 

e) Lemahnya Pengawasan Partai Politik Minimnya transparansi keuangan partai dan 

lemahnya mekanisme pertanggungjawaban internal partai membuka peluang terjadinya 

korupsi politik. 

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) yang dikembangkan oleh Gary 

Becker dapat digunakan untuk memahami mengapa politisi dan pejabat publik terlibat 

dalam praktik korupsi. Menurut teori ini, individu akan melakukan tindakan kriminal jika 

manfaat yang diharapkan dari tindakan tersebut melebihi biaya atau risiko yang mungkin 

dihadapi. 

Dalam konteks sistem politik Indonesia, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya 

probabilitas tertangkap membuat "biaya" melakukan korupsi relatif rendah dibandingkan 

potensi keuntungan yang bisa diraih. Hal ini mendorong banyak aktor politik untuk 

mengambil risiko terlibat dalam praktik korupsi sistemik. 

b.  Analisis Keberlanjutan: Dampak Korupsi Sistemik 

1. Dampak terhadap Korban Langsung 

a) Kerugian Keuangan Negara Korupsi sistemik mengakibatkan triliunan rupiah uang 

negara hilang setiap tahunnya. Dalam kasus e-KTP misalnya, kerugian negara 

diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun. Dana yang seharusnya digunakan untuk 

pembangunan dan pelayanan publik justru masuk ke kantong pribadi para koruptor. 
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b) Kualitas Layanan Publik yang Buruk Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa 

pemerintah seringkali menghasilkan infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas 

rendah. Hal ini berdampak langsung pada masyarakat sebagai pengguna layanan. 

c) Biaya Ekonomi Tinggi Praktik pungutan liar dan suap dalam pengurusan perizinan 

meningkatkan biaya berbisnis yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam 

bentuk harga barang/jasa yang lebih mahal. 

d) Ketimpangan Sosial Korupsi sistemik cenderung menguntungkan kelompok elit dan 

memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat. 

2. Dampak terhadap Pelaku 

a) Sanksi Pidana Para pelaku korupsi yang terbukti bersalah terancam hukuman penjara dan 

denda sesuai ketentuan UU Tipikor. Dalam kasus e-KTP, beberapa pejabat tinggi negara 

dijatuhi hukuman belasan tahun penjara. 

b) Pemiskinan Selain pidana penjara, terpidana korupsi juga dikenai sanksi pembayaran 

uang pengganti dan perampasan aset hasil korupsi yang dapat membuat mereka jatuh 

miskin. 

c) Sanksi Administratif Pegawai negeri yang terlibat korupsi terancam pemecatan tidak 

hormat dan pencabutan hak-hak kepegawaiannya termasuk pensiun. 

d) Sanksi Sosial Stigma sebagai koruptor dapat mempengaruhi kehidupan sosial pelaku dan 

keluarganya, termasuk pengucilan dari masyarakat. 

3. Dampak terhadap Masyarakat 

a) Hilangnya Kepercayaan Publik Maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi 

negara mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dan institusi publik. 

b) Degradasi Moral Korupsi sistemik menciptakan persepsi bahwa perilaku koruptif adalah 

hal yang lumrah, sehingga menggerogoti nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam 

masyarakat. 

c) Hambatan Pembangunan Dana pembangunan yang dikorupsi menghambat penyediaan 

infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas, sehingga menghambat kemajuan 

sosial-ekonomi masyarakat. 

d) Ketidakadilan Sosial Korupsi menciptakan akses yang tidak setara terhadap sumber daya 

dan kesempatan, sehingga melanggengkan ketimpangan sosial. 

4. Dampak terhadap Negara 

a) Kerugian Ekonomi Korupsi sistemik menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi 

investasi asing, dan menurunkan produktivitas nasional. 

b) Citra Buruk Internasional Tingginya tingkat korupsi merusak reputasi Indonesia di mata 

dunia internasional, yang dapat berdampak pada hubungan diplomatik dan ekonomi. 

c) Instabilitas Politik Skandal korupsi berskala besar dapat memicu gejolak politik dan 

mengancam stabilitas pemerintahan. 

d) Ancaman terhadap Kedaulatan Ketergantungan pada utang luar negeri akibat kebocoran 

anggaran karena korupsi berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi negara. 

Teori Konflik yang dikembangkan oleh Richard Quinney dapat digunakan untuk 

menganalisis bagaimana korupsi sistemik melemahkan legitimasi negara dan sistem hukum. 

Menurut teori ini, hukum dan penegakannya seringkali mencerminkan kepentingan 

kelompok dominan dalam masyarakat. 

Dalam konteks Indonesia, korupsi sistemik yang melibatkan elit politik dan ekonomi 

menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil (street crime) 

sementara kejahatan kerah putih (white collar crime) seperti korupsi seringkali lolos dari 

jeratan hukum. Hal ini pada gilirannya mengikis kepercayaan publik terhadap sistem 

hukum dan pemerintahan secara keseluruhan 
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c.  Perbandingan Hukum Indonesia dan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi 

1. Kerangka Hukum Anti-Korupsi di Indonesia 

Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum untuk memberantas korupsi, antara lain: 

a) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Undang-undang ini menjadi landasan utama pemberantasan korupsi di Indonesia 

dengan mengatur berbagai jenis tindak pidana korupsi beserta sanksinya. 

Beberapa poin penting dalam UU ini antara lain: 

• Definisi yang luas tentang tindak pidana korupsi, termasuk suap, penggelapan, 

pemerasan, dan gratifikasi. 

• Sanksi pidana yang berat termasuk pidana mati untuk korupsi dalam keadaan tertentu. 

• Pembuktian terbalik terbatas untuk harta kekayaan terdakwa. 

• Perluasan alat bukti termasuk informasi elektronik. 

b) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 

UU ini mengatur pembentukan, tugas, dan kewenangan KPK sebagai lembaga 

independen yang khusus menangani kasus korupsi. 

c) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang UU ini penting untuk melacak dan menyita hasil tindak pidana korupsi yang 

disamarkan melalui sistem keuangan. 

d) UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban UU ini mengatur perlindungan bagi saksi dan pelapor kasus korupsi 

(whistleblower) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 

e) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme UU ini menekankan aspek pencegahan korupsi melalui 

penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara. 

Fokus utama kerangka hukum anti-korupsi di Indonesia lebih ditekankan pada aspek 

penindakan (penegakan hukum) dibandingkan pencegahan. Hal ini tercermin dari 

dominannya pengaturan tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi dan sanksi pidananya. 

2. Kerangka Hukum Anti-Korupsi Internasional 

Instrumen hukum internasional utama dalam pemberantasan korupsi adalah United 

Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diadopsi pada tahun 2003 dan telah 

diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. 

Beberapa poin penting dalam UNCAC antara lain: 

a) Pendekatan Komprehensif UNCAC menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam 

pemberantasan korupsi yang mencakup pencegahan, kriminalisasi, kerjasama 

internasional, dan asset recovery. 

b) Pencegahan Korupsi UNCAC memberikan perhatian besar pada upaya-upaya 

pencegahan korupsi seperti: 

• Pembentukan badan anti-korupsi independen 

• Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik 

• Penerapan kode etik bagi pejabat publik 

• Pelibatan masyarakat sipil dalam upaya anti-korupsi 

c) Kriminalisasi UNCAC mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang harus 

diatur dalam hukum nasional negara pihak, termasuk suap pejabat asing dan penyuapan 

di sektor swasta. 

d) Kerjasama Internasional UNCAC mendorong kerjasama antar negara dalam penyidikan, 

penuntutan, dan pemulihan aset hasil korupsi lintas batas negara. 

e) Asset Recovery UNCAC memuat ketentuan inovatif tentang pengembalian aset hasil 

korupsi ke negara asal sebagai prinsip fundamental. 

3. Analisis Perbandingan 
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Beberapa perbedaan mendasar antara pendekatan hukum Indonesia dan UNCAC 

dalam pemberantasan korupsi antara lain: 

a) Fokus Pencegahan vs Penindakan UNCAC memberikan porsi yang lebih besar pada 

upaya-upaya pencegahan korupsi, sementara hukum Indonesia masih lebih fokus pada 

aspek penindakan. 

b) Cakupan Tindak Pidana UNCAC mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi yang lebih 

luas termasuk di sektor swasta, sementara UU Tipikor Indonesia masih terbatas pada 

korupsi di sektor publik. 

c) Kerjasama Internasional UNCAC memuat ketentuan yang lebih rinci dan komprehensif 

tentang kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi dibandingkan hukum 

Indonesia. 

d) Asset Recovery UNCAC menekankan pentingnya pengembalian aset hasil korupsi ke 

negara asal, sementara UU Tipikor Indonesia belum mengatur hal ini secara spesifik. 

e) Pelibatan Masyarakat Sipil UNCAC mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam 

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sementara hukum Indonesia belum 

mengatur hal ini secara eksplisit. 

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk penyempurnaan 

kerangka hukum anti-korupsi di Indonesia agar lebih selaras dengan standar internasional 

yang diatur dalam UNCAC. 

E. Strategi Penanggulangan Korupsi Sistemik 

Berdasarkan analisis multidimensi terhadap faktor-faktor penyebab dan dampak 

korupsi sistemik, diperlukan strategi penanggulangan yang komprehensif dan 

berkelanjutan. Beberapa rekomendasi strategi antara lain: 

1. Reformasi Sistem Pengawasan 

a) Penguatan Independensi Lembaga Pengawas Internal 

• Restrukturisasi kedudukan inspektorat agar tidak berada di bawah pejabat yang diawasi 

• Penerapan fit and proper test dalam pengangkatan auditor internal 

• Penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung fungsi pengawasan 

b) Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum 

• Pembentukan satuan tugas gabungan untuk penanganan kasus-kasus korupsi besar 

• Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pertukaran data antar lembaga 

• Penyelenggaraan pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas penyidik 

c) Optimalisasi Sistem E-Government 

• Percepatan implementasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-

procurement) 

• Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mengurangi 

interaksi langsung antara petugas dan masyarakat 

• Penerapan big data analytics untuk deteksi dini indikasi korupsi 

d) Penguatan Pengawasan Masyarakat 

• Perluasan akses informasi publik melalui implementasi UU Keterbukaan Informasi 

Publik 

• Penyediaan saluran pengaduan masyarakat yang aman dan responsif 

• Pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam monitoring pelaksanaan program pemerintah 

2. Transformasi Budaya 

a) Internalisasi Nilai-nilai Integritas 

• Revitalisasi pendidikan anti-korupsi di sekolah dan perguruan tinggi 

• Penyelenggaraan kampanye publik secara masif tentang bahaya korupsi 

• Pengembangan role model integritas di berbagai sektor 

b) Reformasi Birokrasi 
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• Penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri 

• Penyederhanaan prosedur pelayanan publik untuk mengurangi celah korupsi 

• Peningkatan remunerasi pegawai negeri disertai pengetatan pengawasan 

c) Penguatan Etika Publik 

• Penyusunan dan penegakan kode etik yang tegas bagi pejabat publik 

• Penerapan sanksi sosial bagi pelaku korupsi seperti pencantuman dalam daftar hitam 

• Pemberian penghargaan bagi individu/institusi yang berhasil mencegah korupsi 

d) Pemberdayaan Masyarakat 

• Peningkatan literasi hukum masyarakat terkait isu-isu korupsi 

• Pembentukan komunitas anti-korupsi di tingkat grassroots 

• Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam gerakan anti-korupsi 

3. Reformasi Sistem Politik 

a) Perbaikan Sistem Pemilu dan Kepartaian 

• Pengetatan aturan pendanaan kampanye dan transparansi keuangan partai politik 

• Penerapan sistem pemilu yang meminimalkan politik uang seperti pembatasan dana 

kampanye 

• Penguatan fungsi pengawasan internal partai politik 

b) Pencegahan Konflik Kepentingan 

• Penyusunan regulasi yang tegas tentang conflict of interest bagi pejabat publik 

• Penerapan sistem e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang 

terintegrasi 

• Pembatasan rangkap jabatan bagi pejabat publik di sektor bisnis 

c) Reformasi Pendanaan Politik 

• Penyediaan dana publik untuk operasional partai politik disertai mekanisme 

pertanggungjawaban yang ketat 

• Pembatasan sumbangan dari pihak swasta untuk partai politik 

• Penguatan pengawasan oleh KPU dan Bawaslu terhadap dana kampanye 

d) Penguatan Checks and Balances 

• Optimalisasi fungsi pengawasan DPR/DPRD terhadap eksekutif 

• Penguatan independensi lembaga yudikatif dari intervensi politik 

• Pemberdayaan peran media dan masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja pemerintah 

4. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten 

a) Penguatan Kapasitas Penegak Hukum 

• Peningkatan anggaran dan fasilitas pendukung bagi lembaga penegak hukum 

• Pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja bagi aparat penegak hukum 

• Pelatihan khusus penanganan kasus-kasus korupsi kompleks 

b) Penerapan Sanksi yang Berat dan Efek Jera 

• Penerapan konsisten hukuman maksimal bagi koruptor kelas kakap 

• Perampasan aset hasil korupsi secara menyeluruh termasuk dari pihak ketiga 

• Pencabutan hak-hak politik bagi terpidana korupsi 

c) Perlindungan Whistleblower dan Saksi 

• Penguatan sistem perlindungan saksi dan pelapor kasus korupsi 

• Pemberian insentif bagi whistleblower yang berhasil mengungkap kasus korupsi besar 

• Pengembangan mekanisme pelaporan anonim yang aman 

d) Kerjasama Internasional 

• Penguatan kerjasama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA) dengan negara 

lain 

• Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi lintas negara 

• Partisipasi aktif dalam forum-forum internasional anti-korupsi 
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5. Pencegahan Korupsi Berbasis Teknologi 

a) Implementasi Sistem Deteksi Dini 

• Pengembangan artificial intelligence untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi 

mencurigakan 

• Penerapan data analytics dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah 

• Integrasi database antar instansi untuk deteksi anomali kekayaan pejabat 

b) Transparansi Berbasis Teknologi 

• Pengembangan platform open data pemerintah yang komprehensif 

• Implementasi blockchain untuk menjamin integritas data keuangan negara 

• Penerapan smart contract dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah 

c) Pelayanan Publik Digital 

• Pengembangan sistem pelayanan publik online yang terintegrasi 

• Implementasi biometrik dan identitas digital untuk mencegah penyalahgunaan identitas 

• Penerapan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik untuk mengurangi diskresi petugas 

d) Pengawasan Berbasis Crowdsourcing 

• Pengembangan aplikasi pelaporan dugaan korupsi berbasis masyarakat 

• Implementasi sistem rating dan review terhadap layanan publik oleh pengguna 

• Pelibatan komunitas programmer dalam pengembangan solusi anti-korupsi berbasis 

teknologi 

Dampak korupsi sistemik yang meluas mulai dari kerugian keuangan negara, 

penurunan kualitas layanan publik, hingga degradasi moral masyarakat memperlihatkan 

urgensi untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam pemberantasan korupsi. 

Perbandingan antara kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional seperti 

UNCAC juga menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi untuk mengadopsi praktik-

praktik terbaik global. 

Strategi penanggulangan korupsi sistemik yang direkomendasikan mencakup 

reformasi sistem pengawasan, transformasi budaya, reformasi sistem politik, penegakan 

hukum yang tegas, serta pemanfaatan teknologi untuk pencegahan korupsi. Implementasi 

strategi ini membutuhkan komitmen politik yang kuat, kerjasama lintas sektor, serta 

partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. 

Pemberantasan korupsi sistemik bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan 

proses panjang. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan konsistensi dalam implementasi, 

bukan tidak mungkin Indonesia dapat mencapai kemajuan signifikan dalam mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. 

C.  Perdagangan Manusia Lintas Negara 

Perdagangan  manusi telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang 

paling mengkhawatirkan di era globalisasi saat ini. Fenomena ini telah berkembang menjadi 

bisnis global yang menghasilkan keuntungan besar bagi pelakunya, namun menimbulkan 

penderitaan luar biasa bagi para korban. 

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk besar, Indonesia menjadi salah 

satu negara asal utama korban perdagangan orang, terutama untuk eksploitasi seksual dan 

tenaga kerja. Kompleksitas permasalahan perdagangan orang di Indonesia membutuhkan 

pendekatan multi-dimensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik 

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas. 

Definisi dan Ruang Lingkup Perdagangan Orang 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, perdagangan orang didefinisikan sebagai: 

"Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
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penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi." 

Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur kunci dalam tindak pidana 

perdagangan orang: 

1. Adanya tindakan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan seseorang. 

2. Adanya cara: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, penjeratan utang, atau 

memberi bayaran/manfaat. 

3. Adanya tujuan eksploitasi: dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, 

atau praktik serupa lainnya. 

4. Dapat terjadi di dalam maupun antar negara. 

Ruang lingkup perdagangan orang sangat luas, mencakup berbagai bentuk eksploitasi 

seperti: 

• Eksploitasi seksual: prostitusi paksa, pornografi. 

• Eksploitasi tenaga kerja: kerja paksa, perbudakan. 

• Pengambilan organ tubuh. 

• Adopsi ilegal. 

• Perkawinan paksa. 

• Pengemisan/pencopetan paksa. 

Perdagangan orang dapat terjadi terhadap laki-laki maupun perempuan, dewasa 

maupun anak-anak. Namun data menunjukkan mayoritas korban adalah perempuan dan 

anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. 

Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang 

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kompleks yang disebabkan 

oleh berbagai faktor yang saling terkait. Beberapa faktor utama penyebab maraknya 

perdagangan orang di Indonesia antara lain: 

1. Faktor Ekonomi 

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menjadi faktor pendorong utama terjadinya 

perdagangan orang. Kesulitan ekonomi membuat banyak orang terpaksa mencari pekerjaan 

di luar daerah atau bahkan ke luar negeri, yang membuat mereka rentan menjadi korban 

perdagangan. 

Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri juga 

mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan ke luar negeri melalui jalur ilegal yang 

berisiko tinggi. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup seringkali membuat orang mudah 

terjebak dalam penipuan dan eksploitasi oleh sindikat perdagangan orang. 

Selain itu, gaya hidup konsumtif dan materialisme yang dipicu oleh media juga 

mendorong sebagian orang untuk mencari jalan pintas mendapatkan uang, meski dengan 

risiko menjadi korban perdagangan. 

2. Faktor Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menjadi faktor yang membuat 

seseorang rentan terhadap perdagangan orang. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan 

bahaya perdagangan orang membuat banyak orang mudah tertipu oleh janji-janji palsu para 

pelaku. 

Selain itu, putus sekolah dan kurangnya akses pendidikan juga membatasi pilihan 

pekerjaan, sehingga mendorong orang untuk menerima tawaran pekerjaan berisiko yang 
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berujung pada eksploitasi. 

3. Faktor Sosial Budaya 

Beberapa nilai budaya tertentu dapat meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan 

orang, misalnya: 

• Budaya merantau yang mendorong orang bekerja jauh dari keluarga. 

• Budaya pernikahan dini yang membuat anak perempuan rentan eksploitasi. 

• Diskriminasi gender yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan 

pekerjaan layak. 

• Tradisi mengirim anak untuk bekerja di kota yang berpotensi menimbulkan eksploitasi. 

4. Faktor Penegakan Hukum 

Lemahnya penegakan hukum dan korupsi di kalangan aparat memberi celah bagi 

berkembangnya kejahatan perdagangan orang. Beberapa permasalahan dalam penegakan 

hukum antara lain: 

• Kurangnya pemahaman aparat tentang UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

• Minimnya sarana prasarana untuk penanganan kasus. 

• Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum. 

• Adanya oknum aparat yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang. 

5. Faktor Kebijakan Migrasi 

Kebijakan migrasi yang restriktif justru mendorong peningkatan migrasi ilegal yang 

berisiko tinggi terhadap perdagangan orang. Prosedur migrasi legal yang rumit dan mahal 

membuat banyak calon pekerja migran memilih jalur ilegal yang rentan eksploitasi. 

6. Faktor Teknologi 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan sarana baru bagi 

pelaku perdagangan orang untuk merekrut korban dan mengorganisir kejahatan mereka. 

Media sosial banyak dimanfaatkan untuk menjerat calon korban dengan tawaran pekerjaan 

palsu. 

7. Faktor Permintaan 

Tingginya permintaan akan pekerja murah dan pekerja seks komersial menjadi faktor 

penarik terjadinya perdagangan orang. Industri hiburan dan pariwisata seks turut mendorong 

berkembangnya perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. 

Perspektif Kriminologi terhadap Perdagangan Orang 

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek 

memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami fenomena perdagangan orang. 

Beberapa teori kriminologi yang relevan dalam menganalisis tindak pidana perdagangan 

orang antara lain: 

1. Teori Anomie (Robert K. Merton) 

Teori anomie menjelaskan bahwa perilaku menyimpang terjadi akibat ketidaksesuaian 

antara tujuan-tujuan yang ditetapkan masyarakat (seperti kesuksesan materi) dengan sarana-

sarana yang tersedia untuk mencapainya. Ketika seseorang tidak mampu mencapai tujuan 

tersebut melalui cara-cara yang sah, mereka cenderung menggunakan cara-cara ilegal. 

Dalam konteks perdagangan orang, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi 

menciptakan kondisi anomie di mana banyak orang tidak memiliki akses terhadap sarana-

sarana yang sah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Hal ini mendorong mereka mencari 

jalan pintas melalui cara-cara ilegal, termasuk menjadi pelaku maupun korban perdagangan 

orang. 

2. Teori Asosiasi Diferensial (Edwin Sutherland) 

Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari 

melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok-kelompok pribadi yang 

intim. Proses pembelajaran tersebut meliputi teknik melakukan kejahatan dan motif, 
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dorongan, rasionalisasi, serta sikap-sikap yang mendukung perilaku kriminal. 

Dalam kasus perdagangan orang, para pelaku mempelajari teknik-teknik perekrutan 

korban, pengorganisasian jaringan, serta cara-cara menghindari aparat hukum melalui 

interaksi dengan pelaku lain dalam jaringan kejahatan terorganisir. Sementara itu, banyak 

korban juga "belajar" untuk menerima eksploitasi sebagai hal yang normal melalui interaksi 

dengan korban lain. 

3. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi) 

Teori kontrol sosial berpendapat bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan 

seseorang dengan masyarakat melemah. Ketika ikatan dengan keluarga, sekolah, atau 

institusi masyarakat lainnya kuat, seseorang cenderung tidak melakukan kejahatan karena 

takut kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidupnya. 

Dalam konteks perdagangan orang, lemahnya ikatan sosial membuat seseorang lebih 

rentan menjadi korban maupun pelaku. Misalnya, anak-anak dari keluarga broken home 

atau yang putus sekolah memiliki risiko lebih tinggi untuk direkrut dalam jaringan 

perdagangan orang. 

4. Teori Labeling (Howard Becker) 

Teori labeling menjelaskan bahwa seseorang menjadi "menyimpang" karena diberi 

cap/label sebagai pelanggar hukum oleh sistem peradilan pidana dan masyarakat. Label 

tersebut membuat seseorang mengadopsi identitas sebagai pelaku kejahatan dan terus 

melakukan perilaku menyimpang. 

Dalam kasus perdagangan orang, banyak korban yang "dilabelkan" sebagai PSK atau 

imigran ilegal justru mengalami viktimisasi berulang dan sulit keluar dari lingkaran 

eksploitasi. Label tersebut membuat mereka sulit mendapat pekerjaan legal dan terpaksa 

kembali ke dunia prostitusi atau pekerjaan eksploitatif lainnya. 

5. Teori Pilihan Rasional (Ronald V. Clarke) 

Teori ini memandang bahwa individu memiliki kehendak bebas untuk memilih 

perilaku kriminal atau non-kriminal berdasarkan kalkulasi untung-rugi. Seseorang akan 

cenderung melakukan kejahatan jika keuntungan yang diharapkan melebihi risiko yang 

dihadapi. 

Dalam perdagangan orang, para pelaku melakukan kalkulasi rasional bahwa 

keuntungan finansial yang diperoleh jauh melebihi risiko tertangkap dan dihukum. 

Sementara itu, banyak korban juga melakukan "pilihan rasional" untuk tetap dalam kondisi 

eksploitasi karena menganggap lebih menguntungkan daripada kembali ke daerah asal tanpa 

penghasilan. 

6. Teori Aktivitas Rutin (Cohen dan Felson) 

Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika ada pertemuan di waktu dan 

tempat tertentu antara 3 elemen: (1) pelaku yang termotivasi, (2) target yang sesuai, dan (3) 

tidak adanya penjaga yang mampu. 

Dalam konteks perdagangan orang, kejahatan ini marak terjadi karena adanya: 

• Pelaku yang termotivasi oleh keuntungan besar. 

• Target yang rentan (misalnya perempuan & anak dari keluarga miskin). 

• Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. 

7. Teori Feminisme 

Perspektif feminisme memandang perdagangan orang, khususnya perdagangan 

perempuan dan anak, sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang berakar pada 

ketidaksetaraan struktural antara laki-laki dan perempuan. Subordinasi perempuan dalam 

berbagai aspek kehidupan membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. 

Teori-teori kriminologi di atas memberikan kerangka analisis yang komprehensif 

untuk memahami kompleksitas permasalahan perdagangan orang. Diperlukan pendekatan 
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multi-dimensi yang mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut untuk merumuskan 

strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. 

Modus Operandi Perdagangan Orang 

Para pelaku perdagangan orang menggunakan berbagai modus operandi yang semakin 

canggih untuk menjerat korban. Beberapa modus yang umum digunakan antara lain: 

1. Penipuan lowongan kerja Pelaku menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi di kota besar 

atau luar negeri. Namun setibanya di tempat tujuan, korban dipaksa bekerja di tempat-

tempat eksploitatif seperti prostitusi atau kerja paksa. 

2. Penculikan Anak-anak atau perempuan diculik dan dipaksa masuk ke dalam jaringan 

perdagangan orang untuk eksploitasi seksual atau kerja paksa. 

3. Jeratan utang Korban dijerat dengan utang biaya penempatan kerja yang sangat tinggi, 

sehingga terpaksa terus bekerja dalam kondisi eksploitatif untuk melunasi utang tersebut. 

4. Perkawinan palsu Perempuan dinikahi secara palsu dan dibawa ke luar negeri, namun 

kemudian dipaksa menjadi pekerja seks atau pembantu rumah tangga tanpa digaji. 

5. Adopsi ilegal Bayi dan anak-anak diadopsi secara ilegal untuk diperdagangkan, baik 

untuk eksploitasi maupun penjualan organ. 

6. Perekrutan online Media sosial dimanfaatkan untuk menjaring calon korban dengan 

tawaran pekerjaan atau beasiswa palsu. 

D. Terorisme: Perspektif Kriminologi dan Strategi Penanggulangan 

Terorisme merupakan ancaman multidimensi yang mengguncang keamanan nasional 

dan global. Dari sudut pandang kriminologi, terorisme tidak hanya dilihat sebagai tindak 

kejahatan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks, berakar pada berbagai faktor 

psikologis, sosiologis, ekonomi, dan politik. Pendekatan kriminologi dalam memahami dan 

menanggulangi terorisme menekankan pada analisis mendalam terhadap akar penyebab, 

dinamika kelompok, serta efektivitas berbagai strategi pencegahan dan intervensi. 

1. Analisis Kausalitas dan Keberlanjutan: Kasus Bom Bali I (2002) 

a. Analisis Kausalitas: Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 merupakan salah satu 

serangan teroris paling mematikan di Indonesia, menewaskan 202 orang dan melukai 

ratusan lainnya. Analisis kausalitas mengungkapkan beberapa faktor utama: 

1. Radikalisasi ideologi: Proses ini melibatkan indoktrinasi sistematis dengan interpretasi 

agama yang ekstrem. Pelaku Bom Bali, seperti Imam Samudra dan Ali Ghufron, terbukti 

telah mengalami radikalisasi melalui jaringan Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah. 

2. Ketidakpuasan politik: Kebijakan luar negeri negara-negara Barat, terutama AS, di 

Timur Tengah menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh para pelaku. Mereka 

mengklaim serangan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap "imperialisme Barat". 

3. Jaringan teroris internasional: Keterlibatan Jemaah Islamiyah, yang memiliki hubungan 

dengan Al-Qaeda, menunjukkan peran signifikan jaringan teroris global dalam 

perencanaan dan eksekusi serangan. 

Teori Strain dari Robert Agnew memberikan kerangka untuk memahami bagaimana 

tekanan sosial dan frustrasi kolektif dapat mendorong individu atau kelompok menuju 

ekstremisme. Dalam konteks Bom Bali, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-politik 

global dan lokal, dikombinasikan dengan paparan ideologi radikal, menciptakan "strain" 

yang memotivasi tindakan teror. 

b. Analisis Keberlanjutan: Dampak Bom Bali I memiliki efek berlanjut yang kompleks: 

• Terhadap korban: Selain kehilangan nyawa, survivors mengalami trauma jangka 

panjang. Studi longitudinal menunjukkan prevalensi tinggi PTSD, depresi, dan gangguan 

kecemasan di antara para korban selamat dan keluarga korban. 

• Terhadap pelaku: Hukuman mati dan penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada 

pelaku utama tidak serta-merta menghentikan radikalisasi. Kasus Ali Imron, salah satu 
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pelaku yang mengaku bersalah dan aktif dalam program deradikalisasi, menunjukkan 

potensi rehabilitasi, namun juga kompleksitas dalam menangani ex-teroris. 

• Terhadap masyarakat: Meningkatnya kecurigaan terhadap kelompok tertentu, terutama 

Muslim, di beberapa negara Barat. Di Indonesia, peristiwa ini memicu kesadaran kolektif 

akan bahaya terorisme, namun juga risiko polarisasi sosial. 

• Terhadap negara: Indonesia mengalami tekanan internasional untuk meningkatkan 

keamanan dan memerangi terorisme, leading to pembentukan Densus 88 dan penguatan 

undang-undang anti-terorisme. 

Teori Jendela Pecah (Wilson & Kelling) memberikan wawasan tentang bagaimana 

serangan teror dapat melemahkan kohesi sosial dan kontrol informal masyarakat. Misalnya, 

menurunnya kepercayaan antar kelompok pasca-Bom Bali dapat menciptakan "ruang" bagi 

tindak kriminal lain untuk berkembang. 

2. Strategi Penanggulangan Terorisme: Integrasi Perspektif Kriminologi 

a. Identifikasi Karakter dan Pendanaan Terorisme: Pemahaman mendalam tentang profil 

pelaku dan jaringan pendukung menjadi kunci dalam merancang strategi kontra-

terorisme yang efektif. Beberapa temuan penting: 

• Karakteristik pelaku: Studi oleh BNPT menunjukkan bahwa pelaku teror di Indonesia 

sering memiliki latar belakang pendidikan teknik atau sains, namun dengan pemahaman 

agama yang dangkal dan cenderung literalis. 

• Tingkat militansi: Kategorisasi kelompok teroris menjadi inti, militan, pendukung, dan 

simpatisan membantu dalam merancang intervensi yang tepat sasaran. Misalnya, 

pendekatan terhadap kelompok simpatisan mungkin lebih fokus pada edukasi dan kontra-

narasi, sementara untuk kelompok inti diperlukan tindakan hukum yang tegas. 

• Jaringan pendanaan: Investigasi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan) mengungkap kompleksitas jaringan pendanaan teror, termasuk pemanfaatan 

teknologi cryptocurrency untuk menghindari deteksi. 

Perspektif kriminologi menekankan pentingnya analisis jaringan sosial (social 

network analysis) dalam memahami struktur dan dinamika kelompok teroris. Metode ini 

telah berhasil digunakan untuk membongkar sel-sel teroris di berbagai negara. 

b. Peningkatan Kesiapsiagaan Nasional: Kesiapsiagaan nasional melibatkan multi-

stakeholder approach: 

• Pemberdayaan masyarakat: Program seperti FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan 

Terorisme) di tingkat provinsi melibatkan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan. 

• Peningkatan kapasitas aparatur: Pelatihan khusus untuk Densus 88 dan intelijen, 

termasuk kerjasama internasional dengan badan-badan seperti FBI dan ASEANAPOL. 

• Perlindungan infrastruktur: Penerapan teknologi AI dan machine learning untuk 

pengawasan objek vital. 

• Pengembangan kajian terorisme: Kolaborasi antara BNPT, universitas, dan think tanks 

dalam riset terorisme. 

Pendekatan ini sejalan dengan teori pencegahan situasional dalam kriminologi, yang 

menekankan pentingnya mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui manajemen 

lingkungan yang efektif. 

c. Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi: Program kontra radikalisasi dan deradikalisasi di 

Indonesia mengadopsi pendekatan "soft approach" yang melibatkan: 

• Kontra narasi: Kampanye #TurnBackHoax oleh BNPT untuk melawan propaganda 

ekstremis online. 

• Kontra ideologi: Pelibatan ulama moderat dan mantan teroris yang telah direhabilitasi 

untuk membantah interpretasi ekstrem ajaran agama. 

• Program pembinaan di Lapas: Yayasan Prasasti Perdamaian melaporkan keberhasilan 
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program pembinaan yang melibatkan kegiatan ekonomi kreatif dan konseling psikologi 

untuk napiter. 

Pendekatan ini mencerminkan teori pembelajaran sosial Bandura, yang menekankan 

bahwa perilaku ekstremis dapat "dibongkar" melalui proses pembelajaran sosial yang 

positif. 

d. Antisipasi Penyebaran Ideologi Radikal di Lembaga Pemasyarakatan: Sistem klasifikasi 

dan penempatan napiter berdasarkan tingkat risiko telah diterapkan di beberapa Lapas 

khusus. Namun, tantangan tetap ada: 

• Overcrowding di Lapas menyulitkan implementasi program deradikalisasi yang efektif. 

• Kasus radikalisasi di dalam Lapas, seperti yang terjadi di LP Cipinang, menunjukkan 

perlunya pengawasan yang lebih ketat. 

Pendekatan manajemen risiko ini sejalan dengan prinsip-prinsip kriminologi 

aktuarial, yang menekankan pentingnya penilaian dan manajemen risiko dalam sistem 

peradilan pidana. 

e. Inovasi Lokal: Program Jogo Tonggo Program Jogo Tonggo di Jawa Tengah merupakan 

contoh inovatif pendekatan berbasis masyarakat dalam pencegahan terorisme. 

Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya: 

• Pemanfaatan kearifan lokal dan struktur sosial yang ada. 

• Pendekatan holistik yang menggabungkan aspek keamanan dengan pemberdayaan 

ekonomi dan sosial. 

• Sistem peringatan dini yang melibatkan masyarakat akar rumput. 

Pendekatan ini sejalan dengan teori kontrol sosial informal dalam kriminologi, yang 

menekankan peran penting kohesi sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. 

f. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE): RAD 

PE mencerminkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek 

pencegahan dan penanggulangan terorisme. Implementasinya di Jawa Tengah telah 

menunjukkan beberapa hasil positif: 

• Penurunan jumlah kasus terorisme sejak implementasi RAD PE. 

• Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme. 

• Penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan terorisme. 

Pendekatan multi-level ini sejalan dengan ecological systems theory dalam 

kriminologi, yang menekankan interaksi antara individu dan berbagai sistem sosial dalam 

mempengaruhi perilaku. 

g. Pemberdayaan Ekonomi Mantan Narapidana Terorisme: Program Kawasan Terpadu 

Nusantara (KTN) merupakan inisiatif yang menjanjikan dalam reintegrasi mantan 

napiter. Beberapa poin penting: 

• Program ini menyediakan pelatihan keterampilan dan modal usaha. 

• Monitoring berkelanjutan dilakukan untuk memastikan efektivitas program. 

• Keterlibatan komunitas lokal dalam proses reintegrasi. 

Pendekatan ini mencerminkan teori pilihan rasional dalam kriminologi, dengan 

asumsi bahwa menyediakan alternatif ekonomi yang viable dapat mengurangi daya tarik 

aktivitas teroris. 

3. Kendala dan Tantangan 

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penanggulangan terorisme masih 

menghadapi beberapa kendala signifikan: 

1. Persistensi ideologi radikal: Kasus-kasus seperti serangan di Mapolres Sukoharjo (2022) 

menunjukkan bahwa ideologi radikal masih memiliki daya tarik bagi sebagian kecil 

masyarakat. 

2. Kompleksitas geografis: Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan 
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dalam pengawasan perbatasan dan pergerakan ekstremis. 

3. Evolusi taktik teroris: Penggunaan teknologi enkripsi dan dark web oleh kelompok 

teroris menyulitkan deteksi dan pencegahan. 

4. Tantangan koordinasi: Meskipun ada peningkatan, koordinasi antar lembaga masih perlu 

ditingkatkan, terutama dalam sharing intelijen. 

4. Rekomendasi Strategi Masa Depan 

Berdasarkan analisis kriminologis, beberapa rekomendasi untuk strategi masa depan 

meliputi: 

1. Penguatan pendekatan whole-of-society: Melibatkan lebih banyak aktor non-pemerintah 

dalam upaya pencegahan, termasuk sektor swasta dan komunitas online. 

2. Inovasi teknologi: Pemanfaatan AI dan big data analytics untuk deteksi dini dan analisis 

tren terorisme. 

3. Penguatan kerjasama internasional: Terutama dalam menangani tantangan terorisme 

lintas batas dan cyber-terrorism. 

4. Fokus pada pencegahan dini: Memperkuat program-program yang menargetkan 

kelompok rentan, terutama kaum muda, untuk mencegah radikalisasi sejak awal. 

5. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan: Melakukan assessment reguler terhadap 

efektivitas program-program yang ada dan melakukan penyesuaian berdasarkan evidensi 

empiris. 

Penanggulangan terorisme dari perspektif kriminologi memerlukan pendekatan 

holistik yang memadukan pemahaman mendalam tentang akar masalah, dinamika sosial, 

dan efektivitas berbagai intervensi. Integrasi teori-teori kriminologi seperti strain theory, 

social learning theory, dan rational choice theory memberikan kerangka konseptual yang 

kuat untuk merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Pengalaman Indonesia dalam menangani terorisme menunjukkan bahwa kombinasi 

antara pendekatan keamanan tradisional dengan inovasi berbasis masyarakat seperti Jogo 

Tonggo dapat memberikan hasil yang menjanjikan. Namun, tantangan yang terus 

berkembang, terutama dalam era digital, memerlukan adaptasi dan inovasi berkelanjutan 

dalam strategi kontra-terorisme. 

Akhirnya, penting untuk diingat bahwa penanggulangan terorisme bukan hanya tugas 

aparat keamanan, tetapi memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. 

Membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan merupakan fondasi 

terpenting dalam mencegah radikalisme dan ekstremisme dalam jangka panjang. 

 

KESIMPULAN 

Pemahaman mendalam tentang kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana menjadi 

semakin penting dalam konteks hukum pidana kontemporer, terutama menghadapi 

kompleksitas kejahatan modern. Analisis komparatif antara pendekatan hukum Indonesia 

dan internasional terhadap empat jenis kejahatan utama (pembunuhan berencana, korupsi 

sistemik, perdagangan manusia lintas negara, dan terorisme) menunjukkan bahwa kedua 

sistem hukum mengakui kompleksitas ini, namun dengan pendekatan yang berbeda. Hukum 

Indonesia cenderung fokus pada penindakan dan penegakan hukum yang tegas, sementara 

hukum internasional lebih menekankan pendekatan komprehensif yang melibatkan 

pencegahan, perlindungan korban, dan kerja sama lintas negara. Studi ini menyoroti 

pentingnya mengintegrasikan pemahaman tentang kausalitas dan keberlanjutan tindak 

pidana ke dalam kebijakan dan praktik hukum, dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

seperti faktor sosial-ekonomi, psikologis, dan perkembangan teknologi. Pendekatan 

multidisipliner dan kerja sama internasional yang lebih kuat diperlukan untuk menghadapi 

tantangan dalam menangani kejahatan modern yang semakin kompleks dan berdampak luas. 
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